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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, tidak bisa dipungkiri penerimaan negara Indonesia sangat bergantung pada sektor pajak dengan dibuktikannya pemerintah Indonesia belum juga mampu memanfaatkan dan memaksimalkan pendapatan negara dari hasil kekayaan bumi Indonesia secara mandiri dengan sebaik mungkin untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1 berbunyi, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Salah satu jenis pajak penghasilan yang ada dan menjadi sumber penerimaan adalah PPh pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pihak Bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (rekanan), dalam tahun berjalan yang sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan kas.
Banyak kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut, sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh pasal 22 yang bersangkutan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tentang perubahan keempat atas PMK nomor 154/PMK.03/2010 mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Melihat dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APN/APBD adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan antara lain adalah pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
Tata cara pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh bendahara pemerintah harus mematuhi aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban bendahara pemerintah khususnya pada saat pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22. Pada saat pemungutan bendahara harus mengenakan tarif yang sesuai, untuk pengadaan barang. Untuk pengadaan yang dibiayai APBN/APBD dikenakan tarif 1,5%. Pihak bendahara yang tidak patuh atau melalaikan aturan dapat menimbulkan permasalahan, contohnya di dalam pemungutan jika bendahara melakukan pengadaan dengan rekanan tidak memiliki NPWP yang seharusnya dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif sebenarnya atau menjadi 3% atau (1,5%x200%). Bendahara dinas justru mengenakan tarif 1,5%. Dalam hal ini menunjukkan ketidakpatuhan bendahara pemerintah atas kelalaiannya dalam mengenakan tarif. Proses pemungutan dan penyetoran pajak terutang dibutuhkan beberapa contoh penerapannya. Salah satu contoh yang digunakan penulis dalam penerapan perpajakan adalah pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso yang merupakan subjek pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sebagai pemungut pajak dalam transaksinya dengan beberapa instansi ataupun rekanan.
Penunjukan tersebut berdasarkan hak yang diberikan oleh KP2KP kepada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso yang merupakan instansi milik pemerintah daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pada  bidang sosial.
Untuk mengetahui administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso, penulis harus masuk ke dalam lingkungan instansi tersebut. Program dalam rangka memperoleh perizinan untuk masuk ke dalam lingkungan instansi tersebut adalah Praktek Kerja Nyata yang diperoleh dari perjanjian antara pihak kampus dengan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
Dalam hal ini Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum Universitas Jember (UNEJ). Program tersebut bagi mahasiswa UNEJ. Praktek Kerja Nyata ini juga merupakan bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar mengajar berdasarkan pengalaman di luar perkuliahan dan praktek di dalam kampus.
Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso merupakan instansi dibawah naungan Pemerintah Daerah yang bergerak di bidang sosial yang dalam kegiatan operasionalnya memerlukan kerja sama dengan pihak lainnya sebagai rekanan. Salah satu kerja sama Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso dengan rekanan yaitu kerja sama dengan TOKO IDOLA BURUNG dalam hal pengadaan alat tulis kantor (ATK).
Tema perpajakan yang dilaksanakan pada program Praktik Kerja Nyata menitik bertakan pada pembahasan mengenai PPh Pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana  proses PPh Pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso dengan perusahaan rekanan.
Pada Praktek Kerja Nyata ini penulis lebih memilih Pajak Penghasilan Pasal 22 dibandingkan dengan pajak lainnya. Karena PPh Pasal 22 dipungut langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso dan peranan pajaknya juga besar untuk membantu kas negara.
Berdasarkan pada uraian tersebut maka penulis mengambil judul “Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah: “bagaimana prosedur pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor pada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui prosedur pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor pada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso.
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata
Manfaat Praktek Kerja Nyata antara lain :
a. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso
1. Merupakan sarana untuk menjembatani antara instansi dengan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun bersifat organisasi;
2. Diharapkan dapat membantu memberikan masukan terkait prosedur pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kedepan.
b. Bagi Universitas:
1. Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan Universitas Jember.
2. Bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
c. Bagi Mahasiswa:
1. Menambah wawasan penulis terutama mengenai prosedur pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor pada dinas sosial Kabupaten Bondowoso;
2. Memperoleh pengalaman dan keahlian untuk menghadapi dunia kerja yang diperoleh langsung sewaktu melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso.
5



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1  Perpajakan
2.1.1 Definisi Pajak
Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, bersifat kontraprestasi dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak menurut pendapat beberapa ahli, yaitu: 
a. Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan alam kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
b. Soemitro dalam Resmi (2014:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Dari penjelasan menurut beberapa ahli yang telah diuraikan diatas, maka penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut negara berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dan sifatnya dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung. Apabila terjadi pelanggaran atas aturan perpajakan yang telah ditentukan sehingga akan berakibat adanya denda atau sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.
2.1.2 Fungsi Pajak
Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (Dalam Prakoso, 2019:2), yaitu:
a. Fungsi Anggaran (Budgetair), Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan 
Pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.
b. Fungsi Mengatur (Regulerend), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
2.1.3 Pengelompokan Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:5) Pajak dapat dikelompokan berdasarkan golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya: 
a. Menurut Golongannya
1. Pajak Langsung 
Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Tidak Langsung 
Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai.
b. Menurut Sifatnya
1. Pajak Subjektif
Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Objektif
Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
c. Menurut Lembaga Pemungutnya
1. Pajak Pusat
Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, PPN, dan PPnBM.
2. Pajak Daerah
Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu:
a) Pajak Propinsi
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
b) Pajak Kabupaten/Kota
Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
3. Asas Pemungutan Pajak
a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar Negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
b) Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak
c) Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan yang berbunyi, bahwa terdapat 3 sistem yang dipakai di dalam Indonesia, yaitu:
a. Self assesment system, dalam sistem ini orang pribadi / badan sebagai wajib pajak diberikan keleluasaan dalam melakukan kewajiban perpajakan, baik dalam proses perhitungan, pemotongan, hingga pelaporan. Fiskus sebagai pengawas terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan tersebut. Terdapat kelemahan dan kelebihan dalam sistem ini, kelemahannya adalah banyaknya kasus yang disebabkan oleh human error kemudian wajib pajak masih direpotkan dengan harus mengerti aturan perpajakan yang berlaku. Kelebihan dari sistem ini adalah wajib pajak dapat menentukan sendiri kemampuan pajak yang harus dibayarkan, sehingga tidak membebani wajib pajak itu sendiri.
b. Official assesment system, dalam sistem ini fiskus sebagai pelaku dalam menentukan pajak yang dibayarkan, sehingga fiskus sebagai pemeran utama dalam penentuan utang pajak wajib pajak. Kelemahan dan kelebihan sistem ini yaitu: pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga dapat memberatkan wajib pajak itu sendiri, kemudian kelebihannya yaitu: berkurangnya resiko hitung atau konsep pemahaman dari wajib pajak, karena fiskus sendiri yang menghitung, wajib pajak hanya membayarkan utang pajaknya.
c. Withholding system, sistem ini merupakan sistem dimana perpajakan diserahkan kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah bendaharawan. Terdapat kelemahan dan kelebihan yang dapat diambil jika menggunakan sistem ini yaitu: wajib pajak dan fiskus tidak direpotkan dengan menghitung, menyetor dan melapor kewajiban perpajakannya, kemudian kelemahannya terkadang terdapat pihak ketiga yang lalai dalam menyetor pajak yang telah dipotong.
Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso sendiri masuk ke dalam Official assessment system, karena wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, dimana pihak rekanan memberikan wewenang kepada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso bagian keuangan untuk memungut, menghitung, melaporkan, dan menyetor pajak yang tentunya berlandaskan Undang-Undang Perpajakan.

2.1.5 Tarif Pajak
Tarif pajak menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut:
a. Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak;
Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%;
b. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap;
Contoh: besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00;
c. Tarif progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Contoh: pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan
1.  Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
Tabel 2.1: Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
	Tarif Pajak (%)

	Sampai dengan Rp 50.000.000,00
	5%

	Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00
	15%

	Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00
	25%

	Di atas Rp 500.000.000,00
	30%


	   Sumber : Mardiasmo (2011:9)

2. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) 
Tabel 2.2 Tarif Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	
	Tarif Pajak    (%)

	Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10%
	10%

	Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00
	15%

	Di atas Rp. 100.000.000,00
	30%


Sumber : Waluyo (2007:18)


Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:
1. Tarif progresif progresif: kenaikan persentase semakin besar;
2. Tarif progresif tetap: kenaikan persentase tetap;
3. Tarif progresif degresif: kenaikan persentase semakin kecil;
Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut di atas termasuk tarif progresif;
4. Tarif degresif: persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1 Pajak Penghasilan
2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan
Menurut Siti Resmi (2009:88) Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan
Yang menjadi subjek Pajak Penghasilan yang diatur oleh UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah:
a. 1) Orang Pribadi;
2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
b. Badan; dan
c. Bentuk Usaha Tetap.

2.2.3 Bukan Subjek Pajak Penghasilan
Bukan merupakan subjek pajak penghasilan yang diatur dalam UU pajak penghasilan No 36 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 adalah:
a. Kantor perwakilan negara asing,
b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan timbal balik;
c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat;
1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan
Objek pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai PPh pasal 4 ayat 1 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Termasuk:
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c. Laba usaha;
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pembayaran tambahan pengembalian pajak;
f. Bunga termasuk premi, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. Premi asuransi;
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan cara perpajakan; dan
s. Surplus Bank Indonesia.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Materai.

2.2.5 Bukan Objek Pajak Penghasilan
Bukan termasuk objek pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 yaitu:
a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat;
b. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat;
c. Warisan;
d. Harta termasuk setoran tunai;
e. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
f. Pembayaran dari pihak asuransi kepada orang pribadi;
g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun;
h. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura;
i. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
j. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba;
k. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial.

2.2.6 Dasar Hukum
Dasar hukum yang dipakai untuk mengatur pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 tahun 2000, Keputusan direktur Jenderal Pajak, keputusan Menteri Keuangan, serta Keputusan Presiden.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22
[bookmark: _GoBack]Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)  adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang termasuk pembelian alat tulis kantor. Mengingat sangat bervariasinya objek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 atau pun 23. Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap ‘menguntungkan’, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut.

2.3.2 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 34/PMK.010/2017 adalah:
a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas kegiatan impor barang;
b. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. Instansi dan Lembaga negara lainnya, berkaitan dengan pembayaran atas pembelian barang;
c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan;
d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
e. Badan usaha meliputi:
1. Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan,
2. Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
3. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
i. Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
j. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; atau
k. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga, atas penjualan emas batangan di dalam negeri.
2.3.3 Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
		Berikut kegiatan-kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 22 menurut Sari (2014:93):
a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai, meliputi:
1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di indonesia;
3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
4. Barang untuk kepentingan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu penelitian;
6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. Barang pindahan;
9. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
10. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
11. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi Nasional (PIN);
13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
15. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
16. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (persero) dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (persero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (persero);
17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh kementerian pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI; dan/atau
18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
19. Barang untuk kegiatan panas bumi.
c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 huruf b huruf c, huruf d, dan huruf e, berkenaan dengan:
1. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b huruf c, huruf d yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
2. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
3. Pembayaran untuk:
a) Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas benda-benda pos.
b) Pemakaian air dan listrik
f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor .
g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2.3.4 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22
Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No.36 Tahun 2008 Pasal 22 menyatakan bahwa adanya pajak yang dikenakan untuk kegiatan penyerahan barang, kegiatan di bidang impor ekspor, dan penjualan barang mewah. 
	PPh Pasal 22 = Tarif pajak x DPP
                        = 1,5% x DPP




2.3.5 Tarif Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22
Tarif dasar pengenaan pajak PPh Pasal 22 dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 2.3 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22
	No.
(a)
	Jenis Kegiatan
(b)
	Tarif
(c)
	Dasar pengenaan
(d)
	Perhitungan
(e)

	1.
	Impor:
a. Barang tertentu dalam
(Lampiran I PMK No.17 Tahun 2017)
b. Barang-barang tertentu lainnya dalam (Lampiran II PMK No.17 Tahun 2017)
c. Barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu
d. Barang selain a,b dan c yang menggunakan angka Pengenal Impor (API)
e. Barang sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
f. Barang yang tidak dikuasai


	
10%


7,5%



0,5%


2,5%



7,5%




7,5%
	
Nilai impor


Nilai Impor



Nilai Impor


Nilai Impor



Nilai Impor




Harga Jual Lelang
	
10% x Nilai Impor

7,5% x Nilai Impor


0,5% x Nilai Impor

2,5% x Nilai Impor


7,5% x Nilai Impor



7,5% x Harga Lelang

	2
	Ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan kontrak karya
	1,5%
	Nilai Ekspor
	1,5% x Nilai ekspor

	3
	Pembelian barang sebagaimana dimaksud huruf b,c,d dan e
	1,5%
	Harga Pembelian tidak termasuk PPN
	1,5% x Harga Beli

	4
	Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir
1. Bahan bakar minyak:
a. Penjualan bahan bakar pada pertamina dan anak pertamina
b. Penjualan bahan bakar selain dari perusahaan pertamina dan anak pertamina
c. Penjualan bahan bakar selai huruf a dan b
2. Bahan bakar gas

3. Pelumas
	



0,25%



0,3%




0,3%


0,3%

0,3%
	



Penjualan tidak termasuk PPN


Penjualan tidak termasuk PPN



Penjualan tidak termasuk PPN

Penjualan tidak termasuk PPN
Penjualan tidak termasuk PPN
	



0,25% x Harga Jual


0,3% x Harga Jual



0,3% x Harga Jual

0,3% x Harga Jual
0,3% x Harga Jual

	5
	Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri:
a. Penjualan semua jenis semen
b. Penjualan kertas

c. Penjualan baja

d. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor termasuk alat berat
e. Penjualan semua jenis obat
	


0,25%

0,1%

0,3%

0,45%


0,3%
	


Dasar pengenaan PPN
Dasar pengenaan PPN
Dasar pengenaan PPN
Dasar pengenaan PPN

Dasar pengenaan PPN
	


0,25% x DPP PPN
0,1% x DPP PPN
0,3% x DPP PPN
0,45% x DPP PPN

0,3% x DPP PPN

	6
	Penjualan kendaraan bermotor dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum
	0,45%
	Dasar pengenaan PPN
	0,45% x DPP PPN

	7
	Pembelian bahan-bahan hasil kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses manufaktur oleh eksportir
	0,25%
	Harga pembelian tidak termasuk PPN
	0,25% x Harga Beli

	8
	Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha
	1,5%
	Harga pembelian tidak termasuk PPN
	1,5% x Harga Beli

	9
	Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan 
	0,45%
	Harga Penjualan
	0,45% x Harga Jual


Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017
Keterangan :
a. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar  penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and  Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan  lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan  peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
b. Nilai ekspor adalah nilai Free on Board  (FOB) yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean  Ekspor, termasuk Pemberitahuan Pabean Ekspor yang  nilai ekspomya telah dibetulkan.
c. Besarnya tarif pemungutan terhadap Wajib Pajak yang tidak  memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100%  (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap  Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok  Wajib Pajak.
d. Besarnya pungutan Pajak. Penghasilan Pasal 22  berdasarkan tarif dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Ketentuan tersebut berlaku  untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang  bersifat tidak final.
e. Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas  pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan,  perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang  belum melalui proses industri manufaktur oleh badan  usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  ayat (1) huruf e yang merupakan badan usaha industri  atau eksportir adalah sesuai ketentuan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf
f. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (DPP PPN) ditentukan berdasarkan nilai realisasi yang sebenarnya.

2.3.6 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22
 Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 mengatur mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22, sebagai berikut:
a. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
b. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
c. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak (bendahara pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM) wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.
d. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j , dan huruf k PMK 16/2016 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
Terkait dengan penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dengan ketentuan dalam kolom Uraian Pembayaran diisi dengan Nomor Pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang. Terhadap bukti penyetoran pajak yang dilakukan oleh eksportir tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan formil bukti penyetoran pajak tersebut sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor. Bukti penyetoran pajak yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor adalah Surat Setoran Pajak yang telah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Eksportir yang bersangkutan wajib mengisi Lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku.
2.4 Alat Tulis Kantor
Menurut Gie (2007), “alat tulis kantor merupakan benda–benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan dalam pekerjaan sehari-hari dari pegawai-pegawai tata usaha. Yang tergolong office supplier (bekal tata usaha) ini misalnya bolpoin, pensil, tinta, pita mesin ketik, kertas blangko, karbon, berkas, jepitan kertas. Diantara macam-macam perlengkapan tata usaha yang terpakai habis dalam penggunaannya di kantor itu, maka benda-benda yang khusus dipakai untuk tulis-menulis seperti kertas, pensil, tinta, dan lain sebagainya itu keseluruhan disebut keperluan tulis menulis. 

2.4.1 Pengadaan perlengkapan kantor
Kelancaran pekerjaan kantor banyak ditentukan oleh tersedianya perlengkapan dan peralatan yang memadai. Jangan sampai terjadi bahwa pekerjaan kantor terganggu atau tidak dapat dijalankan karena tidak tersedianya suatu perlengkapan.
a. Menurut Ramli (2014:10) mengemukakan bahwa “Pengadaan adalah setiap kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan perlengkapan kantor untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor.
b. Menurut Suparjati (2012: 35) menyatakan secara umum perlengkapan atau barang-barang kantor dapat dibedakan antara yang habis pakai dan tak habis pakai. Barang yang habis pakai adalah barang yang hanya bisa dipakai sekali atau yang segera habis setelah beberapa kali, sedangkan barang yang tak habis pakai adalah barang yang relatif awet, tahan lama, atau dapat dipergunakan berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Perlengkapan kantor biasanya digolongkan kedalam tiga kategori, yakni:
1. Mesin kantor
Merupakan segala macam mesin yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor. Misalnya mesin tik, kalkulator, komputer, cash register, mesin fotokopi, dan sebagainya.
2. Perabot kantor
Merupakan barang-barang perabot yang digunakan untuk mendukung berjalannya fungsi kantor. Misalnya meja, kursi, lemari, rak, filling cabinet, dan sebagainya.
3. Perbekalan kantor
Merupakan barang-barang habis pakai yang biasanya dipergunakan untuk keperluan tulis menulis. Misalnya kertas, kop surat, buku tulis, amplop, pensil, pulpen, penghapus, korektor, lem dan sebagainya.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata
Praktek Kerja Nyata adalah salah satu mata kuliah wajib Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Yang wajib ditempuh sebagai syarat kelulusan mahasiswa untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya di Program Studi Perpajakan. ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso yang beralamat di Jl, Brigjen Katamso No.52 Kabupaten Bondowoso pada bagian keuangan.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  
Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 0777/UN25.1.2/SP/2021 yang dimulai tanggal 24 Februari 2021 hingga tanggal 8 April 2021 (30 hari kerja) di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso. Adapun Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai dengan jam kerja di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso yaitu:
Tabel 3.1 Hari dan Jam Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
	Hari Kerja
	Jam Kerja
	Istirahat

	Senin s/d Kamis
	07.15-15.45 WIB
	12.00-13.00 WIB

	Jumat
	06.30-11.00 WIB
	-

	Sabtu dan Minggu
	Libur
	Libur


Sumber:Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso
Selain itu senin-jumat dilaksanakan apel rutin pukul 7.20 WIB – selesai, pada hari jumat dilaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan dinas sosial.


3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kerja Nyata
3.2.1 Ruang Lingkup
Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada bidang yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu pada bidang keuangan 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata
Adapun kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan sejak tanggal 24 Februari 2021 hingga 8 april 2021 di Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso, Sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata
	No
	Waktu Pelaksanaan dan penanggung jawab
	   Kegiatan
	Hasil Kegiatan

	(a)
	(b)
	(c)
	(d)

	1
	Rabu, 24 Februari 2021

Ibu Iriyana
(Bagian Umum)
	1. Diterima di Dinas sosial Kabupaten Bondowoso pada bagian rehabilitasi sosial
2. Mendapatkan penjelasan tentang penempatan dan peraturan  oleh Ibu Iriyani Wa Kusriani sebagai ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian



	Mengetahui bagian-bagian di Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

	(a)
	(b)
	(c)
	(d)

	2
	Kamis, 25 
Februari 2021

Ibu Novita
(Keuangan)
	Mendapatkan penjelasan tentang PPh pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor oleh Ibu Novita
	Mendapatkan pengetahuan data-data yang diperlukan untuk pelaporan pajak mengenai pengadaan ATK di kantor Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

	3
	Jumat, 26 Februari 2021

Bapak Wawan
(Rehsos)
	Input Data penduduk yang akan  menerima bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso
	Mendapat pemahaman  menginput data seperti, mendata kelengkapan administratif masyarakat (KTP, KK, dan lain-lain)

	4
	Senin, 1 Maret 2021

Bapak Didik
(Kepegawaian)
	1. Merekap bukti pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara
2. Input Kehadiran Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso
	Mendapatkan pengetahuan data-data yang diperlukan untuk pelaporan harta kekayaan 

	5
	Selasa, 2 Maret 2021

Ibu Ninit
(Keuangan)
	1. Melakukan diskusi dengan bagian keuangan dinas sosial 
2. Membuat SOP disabilitas
	Memahami sistem penggajian dinas sosial dinsos Kabupaten Bondowoso


	6
	Rabu, 3 Maret 2021

Bapak Fambang
(Rehsos)
	Membuat SOP dana hibah
	Mengetahui prosedur-prosedur terkait SOP dana hibah

	7
	Kamis, 4 Maret 2021

Ibu Mike
(Rehsos)
	Berdiskusi terkait konsep NGOPI SOSIAL yang diadakan dinas sosial Kabupaten Bondowoso
	Memahami isi dari kegiatan yang diadakan oleh dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

	8
	Jumat, 5 Maret 2021

Bapak Ridwan
(Rehsos)
	Melakukan sosialisasi kegiatan NGOPI SOSIAL 
	Dapat berinteraksi dengan penghuni barak yang ditampung oleh Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso



	(a)
	(b)
	(c)
	(d)

	9
	Senin, 8 Maret 2021

Bapak Fambang
(Rehsos)
	Membuat SOP dana hibah
	Mengetahui prosedur-prosedur terkait SOP dana hibah

	10
	Selasa, 9 Maret 2021

Bapak Patriana
(Bagian Umum)
	Membuat tabel daftar nama terkait daftar pejabat pelaksana teknik kegiatan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Surat balasan kepada BPKAD

	Mengetahui pelaksana Tupoksi dari pelaksana Teknik kegiatan yaitu dari setiap kepala bidang

	11
	Rabu. 10 Maret 2021

Ibu Novita
(Keuangan)
	Membantu mengevaluasi data-data pengadaan alat tulis kantor 
	Mengetahui Alat Tulis Kantor yang diperlukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

	12
	Jumat, 11 Maret 2021

Ibu Mike
(Rehsos)
	Mengikuti Kegiatan Ngopi Sosial Bersama
	Dapat bersosialisasi dengan berbagai orang binaan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso



	13
	Senin, 15 Maret 2021

Ibu Novita
(Keuangan)
	Melakukan wawancara terkait perhitungan PPh 22 atas  pengadaan alat tulis kantor
	Mengetahui bagaimana alur proses perhitungan PPh 22 atas pengadaan alat tulis kantor di Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

	14
	Selasa, 16 Maret 2021

Ibu Novita
(Keuangan)
	Berdiskusi dengan bagian keuangan terkait perhitungan PPh 22 atas pengadaan alat tulis kantor
	Memahami pengenaan PPh 22 yang dipotong oleh bendaharawan

	15
	Rabu, 17 Maret 2021

Ibu Iriana
(Bagian Umum)
	Menata arsip-arsip dari setiap bidang dan diserahkan kepada perpustakaan Kabupaten Bondowoso
	Mengetahui tentang kearsipan dan proses mengarsipkan

	16
	Kamis, 18 Maret 2021

Ibu Iriana
(Bagian Umum)
	Menata arsip-arsip dari setiap bidang dan diserahkan kepada perpustakaan Kabupaten Bondowoso
	Mengetahui tentang kearsipan dan proses mengarsipkan

	(a)
	(b)
	(c)
	(d)

	17
	Jumat, 19 Maret 2021

Ibu Ulfi
(Keuangan)
	Berdiskusi dengan bagian keuangan terkait penerapan e filling terhadap kepatuhan WP
	Mengetahui pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh ASN

	18
	Senin, 22 Maret 2021
	Sakit
	

	19
	Selasa, 23 Maret 2021

Ibu Iriana
(Bagian Umum)
	1. Input kehadiran pegawai dinas sosial
2. Input data pada aplikasi sibaper
	Mendapat pemahaman fungsi dari aplikasi sibaper

	20
	Rabu, 24 Maret 2021

Ibu Novita
(Keuangan)
	Membantu mengevaluasi data-data pengadaan alat tulis kantor
	Mengetahui macam-macam jenis Alat Tulis Kantor (ATK) yang diperlukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso


	21
	Kamis, 25 Maret 2021

Bapak Didik
(Kepegawaian)
	Merekap bukti pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara
	Mendapatkan pengetahuan data-data yang diperlukan untuk pelaporan harta kekayaan

	22
	Jumat, 26 Maret 2021
	Sakit

	

	23
	Senin, 29 Maret 202

Bapak Didik
(Kepegawaian)
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3.3 Jenis dan Sumber Data
3.3.1 Jenis Data
Jenis data yang digunakan penulis dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018;13) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa dokumen Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22. Sedangkan kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa informasi dari Bendahara Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso tentang prosedur pemungutan dan penyetoran atas pengadaan alat tulis kantor pada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

3.3.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan penulis dalam pelaksanaan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:
a. Data Primer 
Menurut Sugiyono (2018;193) sumber data primer adalah sumber data memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang diambil dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini yaitu didapatkan dari data-data terkait prosedur pemungutan dan penyetoran  PPh Pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor.
b. Data Sekunder
Menurut Sugiyono (2018:193) data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder untuk Laporan Praktek Kerja Nyata dari berbagai sumber, yaitu; buku perpajakan,undang-undang perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, jurnal, artikel bersumber dari internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam pelaksanaan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada narasumber, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah “Prosedur Pemungutan dan Penyetoran PPh 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Sosial kabupaten Bondowoso”. Wawancara dilakukan yaitu dengan:
1. Ibu Novita		(Bagian Keuangan)
2. Ibu Ninit		(Bagian Keuangan)
3. Bapak Didik	(Bagian Kepegawaian)

b. Studi Pustaka
Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata
c. Observasi
Observasi yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran tambahan atau data pendukung yang berguna untuk hasil pada Laporan Praktek Kerja Nyata ini.
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BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA
4.1  Gambaran Umum Lokasi Praktek Kerja 
4.1.1 Profil Singkat Dinas sosial Kabupaten Bondowoso
Dinas Sosial Bondowoso merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan, kewenangan daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Sosial Bondowoso bertugas meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, memenuhi dan memperkuat perlindungan jaminan sosial, meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial. orang dengan masalah kesejahteraan sosial. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso berlokasi di Jalan Brigjen Katamso N0. 52, Asrama, Kotakulon, Kabupaten Bondowoso.
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso
Visi Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso mengacu pada visi Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso, yaitu terwujudnya Bondowoso MELESAT (Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil dan Terdepan) dalam bingkai iman dan takwa. Misi Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso mengampu misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati bondowoso yaitu: meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk mewujudkan misi tersebut maka Dinas Sosial Bondowoso melakukan empat hal yang dituju, yaitu: 
a. Menumbuhkan ekonomi mandiri dengan cara memperkokoh sektor unggulan; 
b. Menurunkan tingkat kesenjangan dan kemiskinan;
c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4.2 Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa Diploma III Perpajakan untuk menempuh tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik A.Md (Ahli Madya). Melalui kegiatan ini, penulis melaksanakan magang selama 30 hari kerja di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso ditempatkan pada bidang Kepegawaian/Umum dan Rehabilitasi Sosial. Hasil yang diperoleh selama kegiatan Praktek Kerja Nyata yaitu berupa informasi dan data-data berkaitan dengan pelaksanaan mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh 22 atas pengadaan alat tulis kantor. Data-data tersebut lalu disusun dalam laporan tugas akhir ini dengan judul “ Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso 

4.3 Mekanisme Pembelian Alat Tulis Kantor Pada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso
Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso Kabupaten Jember mengadakan kerja sama dengan rekanan dalam hal pembelian alat tulis kantor. Pengadaan alat tulis kantor ini pelaksanaannya setiap tiga bulan sekali. Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso melakukan pemesanan kepada rekanan. Setelah adanya permintaan alat tulis kantor, rekanan menawarkan harga sebagai referensi sampai terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang menimbulkan terjadinya penyerahan alat tulis kantor sekaligus transaksi dan kesepakatan harga. Berikut Bagan dan penjelasan proses kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso dan TOKO IDOLA BURUNG terkait pengadaan alat tulis kantor:
a. Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso menunjuk langsung TOKO IDOLA BURUNG sebagai rekanan. Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso sebelumnya mengirimkan dokumen pengadaan alat tulis kantor dan penjelasan pekerjaan kepada TOKO IDOLA BURUNG;
b. Setelah membaca isi dokumen pengadaan alat tulis kantor mengikuti penjelasan pekerjaan, TOKO IDOLA BURUNG kemudian mengirimkan surat penawaran harga kepada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso dengan nilai penawaran Rp. 136.631.435,- (Seratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
c. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso kemudian mengadakan Evaluasi dan Klarifikasi, harga terhadap harga yang ditawarkan TOKO IDOLA BURUNG tersebut.
d. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso mengirimkan Surat Berita Acara Evaluasi, dan Klarifikasi harga kepada TOKO IDOLA BURUNG dan Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ). Setelah pihak Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso mengirimkan SPPBJ, pihak TOKO IDOLA BURUNG diminta untuk menyampaikan surat kesanggupan kerja dan menandatangani surat pesanan;
e. Kemudian pihak Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso mengirimkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada TOKO IDOLA BURUNG terkait pekerjaan pengadaan alat tulis kantor beserta jenis dan jumlah barang yang dibutuhkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso;
f. Setelah penyerahan barang selesai pihak Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso mengirimkan surat undangan pertemuan kepada TOKO IDOLA BURUNG dalam rangka Pemeriksaan/Serah Terima Barang Paket Pengadaan Belanja Alat Tulis Kantor. Setelah pemeriksaan selesai pihak Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso kemudian menyampaikan Berita Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan;
g. Pengadaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang serta Berita Acara Penerimaan Pengadaan Barang;
h. Setelah semua pesanan telah diselesaikan, pihak TOKO IDOLA BURUNG mengirimkan surat terkait Permohonan Pembayaran kepada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso;
i. Akhirnya Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengirimkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso untuk mencairkan / memindah bukukan uang sebesar Rp. 136.631.435 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) selaku pembayaran belanja alat tulis kantor di Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso kepada TOKO IDOLA BURUNG.
Gambar 4.1 Bagan Kerjasama Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso dengan TOKO IDOLA BURUNG tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor



Dinsos Kab.Bondowoso menunjuk langsung TOKO IDOLA BURUNG sebagai penyedia ATK serta mengirimkan dokumen penjelasan pekerjan kepada Toko Idola Burung



TOKO IDOLA BURUNG mengirimkan penawaran harga barang – barang alat tulis kantor kepada Dinsos Kab.Bondowoso



Dinsos Kab.Bondowoso mengirimkan Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) serta Surat Pesanan kepada TOKO IDOLA BURUNG.



Dinsos Kab.Bondowoso mengadakan Evaluasi dan Klarifikasi terhadap harga yang ditawarkan TOKO IDOLA BURUNG. Kemudian Dinsos Kab.Bondowoso mengirimkan Berita Acara hasil Evaluasi dan Klarifikasi kepada TOKO IDOLA BURUNG terkait perubahan harga.



TOKO IDOLA BURUNG mengeluarkan Surat Kesanggupan Kerja dan menandatangani Surat Pesanan dari Dinsos Kab.Bondowoso.



Dinsos Kab.Bondowoso mengirimkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada TOKO IDOLA BURUNG terkait pengadaan alat tulis kantor beserta jenis dan jumlah barang yang dibutuhkan.



Dinsos Kab.Bondowoso mengadakan pertemuan dengan TOKO IDOLA BURUNG dalam rangka pemeriksaan/serah terima barang paket pengadaan alat tulis kantor.



Setelah pemeriksaan selesai Dinsos Kab.Bondowoso Menyampaikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang serta Berita Acara Penerimaan Pengadaan Barang kepada TOKO IDOLA BURUNG.



TOKO IDOLA BURUNG mengirimkan Surat Permohonan Pembayaran kepada Dinsos Kab.Bondowoso.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengeluarkan SPPD kepada Dinsos Kab.Bondowoso untuk memindahbukukan uang pembayaran pembelanjaan alat tulis kantor di Dinsos Kab.Bondowoso kepada TOKO IDOLA BURUNG.

4.4 Prosedur Perhitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

Prosedur administrasi perpajakan tidak terlepas dari perhitungan, pemungutan dan penyetoran atas pajak yang dipungutnya. Berikut ini beberapa prosedur pembayaran pajak yang harus diperhatikan sistem pemungutannya yang berdasarkan asas Official Assessment System.
Dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pengadaan Alat Tulis Kantor di Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso yang berkewajiban menghitung, memungut, dan menyetorkan adalah bendahara pengeluaran.
Menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan) Massa yang dilampiri daftar bukti pemungutan dan SSP (Surat Setoran Pajak) lembar ke-3 yang akan dilaporkan kepada KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan) oleh bendahara pengeluaran dengan mengisi SSP rangkap 5 dengan nama rekanan yaitu:
a. Lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak Rekanan (TOKO IDOLA BURUNG);
b. Lembar ke-2 untuk KPPN;
c. Lembar ke-3 untuk dilaporkan wajib pajak KP2KP;
d. Lembar ke-4 untuk Bank;
e. Lembar ke-5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain (Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso)

4.4.1 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor pada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso.
	Prosedur penghitungan pajak merupakan awal yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan proses perpajakan. Proses perhitungan serta tarif pajak yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso juga berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Berikut bagan prosedur penghitungan PPh Pasal 22 di Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso.


Dinas Sosial Kabuapten Bondowoso


Kasubag keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso


Bendahara Pengeuaran Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso


Bendahara Pengeluaran menghitung PPh 22 dan PPN yang akan dipungut dari Toko Idola Burung

Gambar 4.2 Prosedur Penghitungan PPh pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor di Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

a. Dalam menangani semua keuangan termasuk pelaksana administrasi pajak, pihak Dinas sosial Kabupaten Bondowoso menyerahkan ke kasubag keuangan;
b. Kasubag keuangan kemudian menyerahkan urusan administrasi perpajakan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso;
c. Bendahara Pengeluaran bertugas menghitung pajak dalam hal ini PPN PPh Pasal Pasal 22 yang hendak dipungut dari transaksi dengan Toko Idola Burung.
Berdasarkan tinjauan teori pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tarif PPh Pasal 22 adalah 1,5%, maka diperoleh rumus perhitungan sebagai berikut:
PPh Pasal 22 = 1,5% x DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
Transaksi yang terjadi antara rekanan dan bendahara pada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso atas pengadaan alat tulis kantor adalah sebesar Rp. 136.631.435,-. Maka dari itu, bendahara sebagai pemungut pajak melakukan pemungutan dengan perhitungan sebagai berikut:
DPP			= Harga Beli x 100/111
Harga Pembelian	= Rp. 136.631.435
DPP			= Rp. 136.631.435 × 100/111
			= Rp. 123.091.383
PPh Pasal 22		= 1,5% x DPP
= 1,5% x Rp. 123.091.383
= Rp. 1.846.371
PPN			=11% x DPP
			=11% x 123.091.383
			=Rp.13.540.052
Jadi Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara Dinas sosial Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 1.846.371,-. Untuk Jurnal akuntansi PPN dan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:
Harga Pembelian	Rp. 136.631.435,-
PPN			Rp. 13.540.052,-
PPh Pasal 22		Rp. 1.846.371,-
	Kas			Rp. 152.017.858,-

4.4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso
Mekanisme pemungutan pajak merupakan langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso setelah melakukan penghitungan dalam melaksanakan proses perpajakan. Proses pemungutan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso juga berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Berikut adalah urutan prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas sosial kabupaten Bondowoso:
a. Dalam menangani semua keuangan termasuk pelaksanaan administrasi pajak, pihak Dinas    Sosial Kabupaten Bondowoso menyerahkan ke kasubag keuangan;
b. Kasubag keuangan kemudian menyerahkan urusan administrasi perpajakan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso;
c. Bendahara Pengeluaran bertugas menghitung pajak dalam hal ini PPN dan PPh Pasal 22 yang hendak dipungut dari transaksi dengan Toko Idola Burung;
d. Setelah dihitung pajaknya Bendahara Pengeluaran kemudian memungut pajak tersebut dari  Toko Idola Burung.


Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso



Kasubag keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso



Bendahara Pengeuaran Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso



Bendahara Pengeluaran menghitung PPh 22 dan PPN yang akan dipungut dari Toko Idola Burung



Bendahara Pengeluaran memungut PPh 22 dan PPN dari Toko Idola Burung

Gambar 4.3 Prosedur Pemungutan PPh pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor di Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso
Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan bendahara pemerintah termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pengadaan barang. PPh pasal 22 dipungut pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh KPPN atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan).
PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara pemerintah harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara. Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut setiap pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang (dalam hal ini alat tulis kantor) oleh rekanan dengan jumlah pembelian diatas 1.000.000,00 (bukan jumlah yang dipecah-pecah).
Dalam hal rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom NPWP pada Surat Setoran Pajak (SSP) harus:
1. Dua digit pertama diisi angka 04 jika rekanan Wajib Pajak Orang Pribadi, 01 jika rekanan Wajib Pajak Badan;
2. Tujuh digit berikutnya diisi angka 0 (nol);
3. Tiga digit berikutnya diisi dengan kode KP2KP tempat domisili pembayar pajak/rekanan terdaftar;
4. Tiga digit terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Contoh pengisian NPWP pada SSP bagi rekanan yang tidak memiliki NPWP: 04.000.000.0-512.000.
Pada saat pembayaran, bendahara Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso akan melakukan pemungutan atas transaksi pengadaan alat tulis kantor tersebut. Pemungutan dilakukan oleh bendahara Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso terhadap TOKO IDOLA BURUNG sesuai dengan tugasnya sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor.

4.4.3 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor pada dinas Sosial Kabupaten Bondowoso
Langkah selanjutnya setelah melakukan penghitungan dan pemungutan yaitu penyetoran pajak. Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso penyetoran pajaknya disetorkan ke Bank. Berikut bagan dan langkah-langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso dalam melakukan penyetoran PPh pasal 22:
a. Dalam menangani semua keuangan termasuk pelaksanaan administrasi pajak, pihak Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso menyerahkan ke kasubag keuangan;
b. Kasubag keuangan kemudian menyerahkan urusan administrasi perpajakan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso
c. Bendahara Pengeluaran bertugas menghitung pajak dalam hal ini PPN dan PPh Pasal 22 yang hendak dipungut dari transaksi dengan Toko Idola Burung;
d. Setelah dihitung pajaknya Bendahara Pengeluaran kemudian memungut pajak tersebut dari Toko Idola Burung;
e. Bendahara Pengeluaran kemudian menyetorkan pajak tersebut ke Semua Bank yang berada di Kabupaten Bondowoso beserta SSP rangkap 5.




Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso



Kasubag keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso



Bendahara Pengeuaran Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso



Bendahara Pengeluaran menghitung PPh 22 dan PPN yang akan dipungut dari Toko Idola Burung



Bendahara Pengeluaran memungut PPh 22 dan PPN dari Toko Idola Burung



Bendahara Pengeluaran menyetorkan PPh 22 dan PPN

Bank

Gambar 4.4 Prosedur Penyetoran PPh pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor di Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso
Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah harus disetorkan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas pengadaan alat tulis kantor. Penyetoran dilakukan ke semua Bank Persepsi yang berada di Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan SSP rangkap 5 yang telah diisi atas nama rekanan. Surat Setoran Pajak tersebut yaitu:
a. Lembar 1 : untuk Toko Idola Burung;
b. Lembar 2 : untuk KPPN;
c. Lembar 3 : untuk KP2KP Bondowoso
d. Lembar 4 : untuk Bank;
e. Lembar 5 : untuk Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso
Tanggal jatuh tempo penyetoran atas pemungutan PPh pasal 22 yang terutang harus dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas pengadaan alat tulis kantor. Apabila penyetoran dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dihitung satu bulan penuh sesuai Undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 9 ayat (2a).


























BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso, mengenai Prosedur Administrasi Perpajakan atas Pengadaan Alat Tulis Kantor yang digunakan berkaitan dengan program kerja Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso proses administrasi perpajakan yang dilakukan tidak mengalami kesulitan. Dalam pelaksanaan Mekanisme pembayaran pajak, Dinas Sosial Bondowoso melakukan prosedur yang sudah tertera pada PPh 22. Serta alurnya juga jelas pada tahap pembelian, pemungutan. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran di Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan yaitu 1,5% dari Harga Pembelian. 
Dalam proses Pemungutan dan Penyetoran atas Pengadaan Alat Tulis Kantor yang digunakan oleh bendahara pengeluaran adalah Official Assessment System. Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso mengadakan kontrak kerja dengan toko idola burung, kemudian bendahara pengeluaran menghitung besarnya PPh Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor. 
Dalam penyetoran bendahara pengeluaran menyetorkan ke bank persepsi yang telah ditunjuk yaitu ke seluruh bank yang ada di bondowoso dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-1 sampai ke-5 yang telah diisi atas nama rekanan, kemudian Bank mengembalikan SSP lembar 1,3,5 ke bendahara pengeluaran untuk diarsipkan, sedangkan lembar 2 dan 4 diambil oleh pihak Bank untuk diarsipkan pihak bank. Untuk lembar 3, Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso melaporkan ke BPKA (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset) yang merupakan pusat pemegang keuangan pemerintah. Selanjutnya pihak BPKA yang melaporkan ke KP2KP Kabupaten Bondowoso.

5.2 Saran
[bookmark: _heading=h.30j0zll]Berdasarkan Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang telah dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso, Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso sudah melakukan kinerja yang baik dan sudah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, serta tidak mengalami keterlambatan dalam penyetoran maupun pelaporan, akan tetapi masih ada kekurangan diproses pelaporan dengan tidak meminta bukti fisik dari pelaksanaan pelaporan. Berdasarkan hasil baik yang sudah dicapai, diharapkan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso dapat mempertahankan kinerja baik yang telah diterapkan.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang
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Lampiran 2. Surat Persetujuan Tempat Praktek Kerja Nyata
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Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
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Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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10.

11.

o1

barang perwakilan negara asing beserta para
pejabatnya  yang  bertugas di  Indonesia
berdasarkan asas timbal balik;

barang untuk keperluan badan internasional
beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia
dan tidak memegang paspor Indonesia yang
diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai tata cara
pemberian pembebasan bea masuk dan cukai
atas impor barang untuk keperluan badan
interasional beserta para pejabatnya  yang
bertugas di Indonesia;

barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan
ijbadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau
untuk kepentingan penanggulangan bencana;
barang untuk keperluan museum, kebun
binatang, konservasi alam dan tempat lain
semacam itu yang terbuka untuk umum;

barang untuk keperluan penelitian  dan
pengembangan ilmu pengetahuan;

barang untuk keperluan khusus kaum
tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau
abu jenazah;

barang pindahan;

barang pribadi penumpang, awak sarana
pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman
sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk
kepentingan umum;

persenjataan, amunisi, dan perlengkapan
militer, termasuk suku cadang yang
diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan

keamanan negara;
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12. barang dan bahan yang dipergunakan untuk
menghasilkan barang bagi keperluan
pertahanan dan keamanan negara;

13. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan
program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

14. buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku
pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran
agama, dan buku {lmu pengetahuan lainnya;

15. kapal laut, kapal angkutan sungal, kapal
angkutan danau dan kapal angkutan
penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda,
kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan
suku cadangnya, serta alat keselamatan
pelayaran dan alat keselamatan manusia yang
diimpor dan digunakan oleh Perusahaan
Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan
Penangkapan lkan Nasional, Perusahaan
Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau
Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional,
sesuai dengan kegiatan usahanya;

16. pesawat udara dan suku cadangnya serta alat
keselamatan penerbangan dan alat keselamatan
manusia, peralatan untuk perbaikan dan
pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh
Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional,
‘dan suku cadangnya, serta peralatan untuk
perbatkan atau pemeliharaan pesawat udara
yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh
Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional
yang digunakan dalam rangka pemberian jasa
perawatan dan reparasi pesawat udara kepada
Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

17. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan
untuk perbaikan atau pemeliharaan serta
prasarana perkeretaapian yang diimpor dan
digunakan oleh badan usaha penyelenggara

sarana perkeretaapian umum dan/atau badan
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usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian
umum, dan komponen atau bahan yang
diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan
usaha penyelenggara sarana perkeretaapian
umum dan/atau badan usaha penyelenggara
prasarana  perkerctaaplan umum  yang
digunakan untuk pembuatan kereta api, suku
cadang, peralatan untuk perbaikan atau
pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian
yang akan digunakan oleh badan usaha
penyelenggara sarana perkeretaaplan umum
dan/atau  badan usaha  penyelenggara
prasarana perkeretaapian umum;

18. peralatan berikut suku cadangnya yang
digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau
Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan
data batas dan foto udara wilayah Negara
Republik Indonesia yang dilakukan untuk
mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor
oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional
Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh
Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasjonal
Indonesia;

19. barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas
bumi yang importasinya dilakukan oleh
Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau

20. barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-
nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
Impor  kembali (re-impor), yang  meliputi
barang-barang yang telah diekspor kemudian
diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau
barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan
perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
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Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf i dan huruf
j berkenaan dengan:

1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d yang
jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua
juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan
Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang
dipecah darl suatu transaksi yang nilai
sebenamya lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua
Jjuta rupiah);

2. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan
merupakan pembayaran yang dipecah dari
suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. pembayaran untuk:

a) pembelian bahan bakar minyak, bahan
bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
b) pemakaian air dan listrik;

4. pembayaran untuk pembelian minyak bumi,

gas bumi, dan/atau produk sampingan dari

kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas

bumi yang dihasilkan di Indonesia dari:

a) kontraktor yang melakukan eksplorasi dan
eksploitasi berdasarkan kontrak kerja
sama;

b) kantor pusat kontraktor yang melakukan
eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan
kontrak kerja sama; atau

¢) trading arms kontraktor yang melakukan
cksplorasi dan eksploitasi berdasarkan
kontrak kerja sama.
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5. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau
listrik hasil pengusahaan panas bumi dari
Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang
usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja
sama pengusahaan sumber daya panas bumi;

6. pembelian bahan-bahan berupa hasil
kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan,
dan perikanan yang belum melalui proses
industri manufaktur untuk keperluan industri
atau ekspor oleh badan usaha industri atau
eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf i yang jumlahnya paling banyak
Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu
masa pajak;

7. pembelian batubara, mineral logam, dan
mineral bukan logam dari badan atau orang
pribadi pemegang izin usaha pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf j yang telah dipungut Pajak Penghasilan
Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau
bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha
oleh badan usaha tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e.

Impor emas batangan yang akan diproses untuk

menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk

tujuan ekspor.

Pembayaran untuk pembeliar: barang sehubungan

dengan penggunaan dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS).

Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang

dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal

Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek

(APM), dan importir umum kendaraan bermotor,
yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan
berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah

www.jdih.kemenkeu.go.id /f




image72.jpg
-16-

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

i, Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang
melakukan penjualan emas batangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k kepada
Bank Indonesia.

j.  Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara
pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat
penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi
delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau
bendahara pengeluaran).

k. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan
Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG).

1. Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka
menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga
pangan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan
Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik
Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal
22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor
tersebut:

a. dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen);
atau

b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

(3) Pengecuallan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf f dinyatakan dengan Surat Keterangan
Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh
Dirextur Jenderal Pajak.

(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf
k, dan huruf 1 dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas
(SKB).
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pengecualian
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ dan ayat (2)
diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukal dan/atau
Dircktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

(1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang
dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea
Masuk.

(2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau
dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pajak
Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada
saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas
impor.

(3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas
tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan
logam, terutang dan disetorkan bersamaan dengan saat
penyelesaian  dokumen pemberitahuan ~ pabean atas
ekspor.

(4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b,

huruf ¢, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-

bahan untuk keperluan keglatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, terutang dan
dipungut pada saat pembayaran.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (1) huruf f,

&)

penjualan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g dan penjualan emas
batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1)
huruf k terutang dan dipungut pada saat penjualan.
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(6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar
minyak, bahan bakar gas, dan pelumas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h, terutang dan
dipungut pada  saat penerbitan  surat perintah
pengeluaran barang (delivery order).

(7

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i
dan pembelian batubara, mineral logam, dan mineral
bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf j, terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Pasal 5

(1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor

barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:

a. importir yang bersangkutan; atau

b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukal,

ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi,
atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor
komoditas tambang batubara, mineral logam, dan
mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara
penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke Kkas
negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau
Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf b, huruf ¢, dan huruf d. wajib disetor oleh
pemungut ke kas ncgara melalui Pos Persepsi, Bank
Devisa Persepsl, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta
ditandatangani oleh pemungut pajak dan/atau Bukti
Penerimaan Negara yang telah diisi atas nama rekanan.
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(4) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan
huruf k wajib disetor oleh pemungut ke kas negara
melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank
Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Terhadap bukti penyetoran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
melakukan pemeriksaan formal atas bukti penyetoran

5

pajak tersebut sebagai dokumen pelengkap
pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan dasar
pelayanan ekspor.

Pemeriksaan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.

(6

Pasal 6

(1) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir,
eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam,
dan mineral bukan logam, Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1)
huruf a, dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d
dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran
Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam
rangka impor (SSPCP) dan/atau Bukti Penerimaan Negara
yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.

(2) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g huruf b, huruf i,
huruf j, dan huruf k wajib menerbitkan Bukti
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap
3 (tiga), yaitu:

a.  lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut;

b. lembar kedua sebagal lampiran laporan bulanan
kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan

Pasal 22); dan
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c. lembar ketiga sebagal arslp pemungut pajak yang
bersangkutan.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan pemungut pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf
c, huruf ¢, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf {, huruf §,
dan huruf k, wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan
menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor
Pelayanan Pajak.

Pasal 8

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dan pelaporan pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan
pelaporan pemungutan pajak.

Pasal 9

(1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf
¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, dan
huruf k bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan
sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun
berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.

(2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h atas penjualan
bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada:

a. penyalur/agen bersifat final;

b. selain penyalur/agen bersifat tidak final dan dapat
diperhitungkan  sebagai  pembayaran  Pajak
Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak
yang dipungut.
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(3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h atas penjualan
pelumas bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan
sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun
berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan
pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang
impor, ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam,
dan mineral bukan logam oleh badan atau orang
pribadi pemegang izin usaha pertambangan, atau kegiatan
usaha di bidang lain diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/KMK.03/2010

tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Schubungan

Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di

Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 427) yang telah

beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:

1. Nomor 224/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/KMK.03/2010
tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan
Barang dan Keglatan di Bidang Impor atau Keglatan
Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1319);

2. Nomor 146/PMK.011/2012 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/KMK.03/2010 tentang  Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran
atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor
atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1289);
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3. Nomor 175/PMK.011 /2013 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/KMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran
atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor
atau Keglatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1426);

4. Nomor 107/PMK.011/2015 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/KMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran
atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor
atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 848);

5. Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/KMK.03/2010 tentang ~ Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran
atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor
atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret
2017.
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Agar  sctiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 361

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARYO YUWON
NIP 19710912199703100
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-31/PJ/2015

TENTANG

R JENDERAL PAJAK
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTU!
NOMOR PER-567/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

ERAHAN BARANG
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENY.
DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

Menimbang:

Mengingat:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

a. bahwa schubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan
Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor
atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, perlu melakukan penyesuaian
terhadap ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara dan prosedur
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan
pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor
atau kegiatan usaha di bidang lain;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan
Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor
atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
107/PMK.010/2015, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal
Pajuk tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan
Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor
atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tamba!mn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran N i
Indoncsia Nomor 4893); SN e




image81.jpg
Menetapkan:

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 /PMK.03/2010 tentang
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan
Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor
atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
107/PMK.010/2015;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang
Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan
Kegiatan di Bidang lmpor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2013;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN
ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU
KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan
Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang
Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2011; dan

b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2013,

diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

(1) Pemungut pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:

a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
1. impor barang; dan
2. ckspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan
mineral bukan logam yang dilakukan oleh cksportir,
kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat
dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan
dan Kontrak Karya;
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. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-
lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas
pembelian barang;
bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas
pembelian barang yang dilakukan dengan meckanisme uang
persediaan (UP);

. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat
Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas
pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS);

. Badan usaha tertentu meliputi:

1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang
seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan;

Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi

oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini,

dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan
saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara
lainnya; dan :

badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh

Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja

Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT

Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT

Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT

Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen

Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT

Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia

Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT

Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT

Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank

Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI

Syariah,

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang

dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri

semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan

industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada
distributor di dalam negeri;

2

3]

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merck
(APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas
penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;

. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar

gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan
bakar gas, dan pelumas;
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i, Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan,
perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas
pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau
ckspornya;

j. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian
komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral
bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin
usaha pertambangan;

k. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas
penjualan emas batangan di dalam negeri.

(1a) Dalam hal badan usaha tertentu scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e angka 3) melakukan perubahan nama badan
usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai
pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008.

(1b) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e angka 3) tidak lagi dimiliki secara langsung oleh
badan usaha milik negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak
lagi ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

(2) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah industri baja
yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang
terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.

(3) lzin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf j adelah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu
bara.

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan Pasal 1A, yang berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1A

(1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan
sebagai berikut:
a. Atas pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
atas:
1. impor:

a) barang tertentu scbagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor
107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010
tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
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Schubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan
Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan
Usaha di Bidang Lain, sebesar 10% (sepuluh persen)
dari nilai impor;

barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor
107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010
tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Schubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan
Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan
Usaha di Bidang Lain, sebesar 7,5% (tujuh koma lima
persen) dari nilai impor;

b)

¢) sclain barang tertentu dan barang tertentu lainnya
sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b),
yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API),
sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor,
kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu
sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor;

d

sclain barang tertentu dan barang tertentu lainnya

sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b),

yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API),

sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor;
dan/atau
€) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma
lima persen) dari harga jual lelang;

2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan
mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos
tarif/ Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IIl Peraturan Menteri Keuangan Nomor
107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010
tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Schubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang
dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di
Bidang Lain, olch eksportir kecuali yang dilakukan oleh
Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama
pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya sebesar
1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ckspor
scbagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor
Barang,

b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d, dan pembelian barang
dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalem Pasal 1 ayat (1) huruf ¢, sebesar
1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
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c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan
pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak,
bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

1. bahan bakar minyak sebesar:

a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk
penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar
umum Pertamina;

b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan
kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan
Pertamina; @

c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan
kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf
a) dan huruf b);

2. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari
penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;

3. pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari
penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam
negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha
industri semen, industri kertas, industri baja, industri
otomotif, dan industri farmasi:

1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua
puluh lima persen);

2. penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);

3. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);

4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua
atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima
persen);

5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga
persen),

dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen
Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek
(APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45%
(nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai.

f. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau
ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak
dalam scktor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan,
dan perikanan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima
persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai. '
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8 Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan
logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha
pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5%
(satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai.

h. Atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan,
sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga
jual emas batangan.

(2) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1
adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea
Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan
Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang
impor, :

(3) Nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan
Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 2 adalah nilai Free on Board (FOB).

(4) Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada
tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat
menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(5) Ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.

(6) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian
bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh Badan
Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf i yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan,
pertanian, peternakan, dan perikanan adalah sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

3. Ketentuan Pasal 3B diubah, sehingga Pasal 3B berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3B

(1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:

a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang
Pajak Penghasilan.

b. Impor bérang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk
dan/atau Pajak Pertambahan Nilai:

1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya

yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2. barang untuk keperluan badan internasional beserta

pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak

memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar

dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
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mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk

dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan

internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di

Indonesia;

barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah

umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan

penanggulangan bencana;

barang untuk keperluan museum, kebun binatang,

konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang

terbuka untuk umum;

barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan

ilmu pengetahuan;

barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan

penyandang cacat lainnya;

peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu

jenazah;

barang pindahan;

barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut,

pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah

tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

kepabeanan;

barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan

umum;

persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer,

termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi
keperluan pertahanan dan keamanan negara;

barang dan bahan yang dipergunakan untuk
menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan
keamanan negara;

vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan
Imunisasi Nasional (PIN);

buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran
umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu
pengetahuan lainnya;

kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau
dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal
tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku
cadangnya, serta alat kesclamatan pelayaran dan alat
keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh
perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan
Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara
Jasa  Kepelabuhan  Nasional atau  Perusahaan
Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan
usahanya;
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pesawat udara dan suku cadangnya serta alat
keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia,
peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang
diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara
Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta pcralatan
untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang
diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan
Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam
rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat
udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga
Nasional;

kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk
perbaikan atau  pemeliharaan  serta  prasarana
perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan
usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum
dan/atau badan wusaha penyelenggara prasarana
perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang
diimpor oleh pihak yang ditunjuk olech badan usaha
penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau
badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian
umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api,
suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau
pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan
digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana
perkeretaapian umum  dan/atau  badan  usaha
penyelenggara prasarana perkeretaapian umum,;

peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh
Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia
untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah
Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk
mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh
Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia
atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan
atau Tentara Nasional Indonesia;

barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang
importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja
Sama; dan/atau

barang untuk kegiatan usaha panas bumi.

Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata
dimaksudkan untuk diekspor kembali.

. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang
telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang
sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk
keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.
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¢. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf
¢, huruf d, huruf e, huruf i dan huruf j berkenaan dengan:

1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b,
huruf ¢, dan huruf d yang jumlahnya paling banyak
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan
pembayaran yang terpecah-pecah;

2. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e
yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang
terpecah-pecah;

3. pembayaran untuk:

a) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas,
pelumas, benda-benda pos; dan/atau
b) pemakaian air dan listrik;

4. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi,
dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di
bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia
dari:

a) kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi
berdasarkan kontrak kerja sama; atau

b) kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi
dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;

5. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik
hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang
menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi
berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber
daya panas bumi;

6. pembayaran atas pembelian bahan-bahan untuk
keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri
atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan,
perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i
yang jumlahnya paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan
Nilai dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-
pecah;

7. pembelian batubara, mineral logam, dan mincral bukan
logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha
pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf j yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal
22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk
keperluan  kegiatan usaha oleh Badan Usaha Milik
Negara.
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f. impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan
barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.

g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan
penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

h. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan
oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM),
Agen Pemegang Merck (APM), dan importir umum kendaraan
bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan
berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan
pelaksanaannya.

i. Penjualan emas batangan oleh badan wusaha yang
memproduksi emas batangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf k kepada Bank Indonesia.

(2) Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas
barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap
berlaku dalam hal barang impor tersebut:

a. dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen); atau
b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf f dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak
Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.

(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf
e, huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan tanpa Surat Keterangan
Bebas (SKB).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf ¢ dan ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea
dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

(1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang
dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:

a. importir yang bersangkutan; atau
b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(1a) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas
tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam
dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang
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bersangkutan ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau
bank yang ditunjuk olech Menteri Keuangan.

(2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c,
dan huruf d, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui
Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah
diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut
pajak.

(3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f,
huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k wajib disetor oleh
pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau
bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak.

(4) Terhadap bukti penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (la), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan
pemeriksaan formil bukti penyetoran pajak tersebut sebagai
dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan
dasar pelayanan ekspor.

(5) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh cksportir yang
bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (la) dilakukan
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. diisi dengan identitas eksportir yang bersangkutan;
b. dalam kolom Uraian Pembayaran diisi dengan Nomor
Pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang.

(6) Bukti penyetoran pajak yang digunakan sebagai dokumen
pelengkap pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) adalah Surat Setoran Pajak yang telah tertera Nomor
Transaksi Penerimaan Negara.

(7) Eksportir yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(la) wajib mengisi Lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor
Barang sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. dalam kolom Jenis Dokumen diisi dengan “Surat Setoran
Pajak” atau “SSP”; .
b. dalam kolom Nomor Dokumen diisi dengan Nomor Transaksi

Penerimaan Negara yang tertera dalam Surat Setoran Pajak;
dan

c. dalam kolom Tanggal Dokumen diisi dengan tanggal Nomor
Transaksi Penerimaan Negara.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, eksportir
komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan
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logam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan pemungut pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf ¢,

dan huruf d dilakukan dengan menggunakan formulir Surat

Setoran Pajak yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k

wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut;

b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada
Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan

c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang
bersangkutan.

Eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan
mineral bukan logam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyerahkan asli lembar ke-5 Surat Setoran Pajak yang telah
tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara sebagai dokumen
pelengkap pemberitahuan pabean ekspor.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal
8 Agustus 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ub.

PALA BAG‘lAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONFSIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 154/ PMK.03/2010

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR

Menimbang

Mengingat

itps/jdih kemunkeu.go.d/ullText2010/154~PMK.03~2010Per. HTM

ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan scbagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri
Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak
sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri
Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari
Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di
bidang lain;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang
dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

- Undang-Undang_Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran

”
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Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaim i
I ) tela kali
diubah terakhir dengan Un_d;mgﬂm.mg \gmgg[ ]zanI:h_‘Luﬂ;r"lt),(elb(elfszbamn
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3. l'ummg»! ndang mor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republfk Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-:

.Qmian'g_&lmr_lllumu_zmm (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU
KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

Pasal 1

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:

a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;

b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai
pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau
lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan
pembayaran atas pembelian barang;

c. bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme
uang persediaan (UP);

d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah
Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak
ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

e. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas,
industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;

f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan
bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;

g Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan,
pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan I’ajnl:
atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari
pedagang pengumpul.

Pasal 2
(1) Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
a. Atas impor:
1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (APl), sebesar 2,5% (dua
setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum

hitps /ah kermonkeu go.dul Tox2010/154~PhK.03~2010Per HTM »
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dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor;
2. yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5%
(tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau

3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual
lelang,.

b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf
¢, dan huruf d sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.

c. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau
importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut:

1. Bahan Bakar Minyak sebesar:

a. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina;

b. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina
dan Non SPBU;

2. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai;

3. Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

d. Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang
bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja,
dan industri otomotif:

1. penjualan kertas di dalam negeri sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari
dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;

50,

2. penjualan semua jenis semen di dalam negeri sebesar 0,25% (nol koma
dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan
Nilai;

3. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di
dalam negeri sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari
dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai ;

4. penjualan baja di dalam negeri sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari
dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai.

e. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh
badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam scktor kehutanan,
perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut
Pajak Penghasilan Pasal 22 dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% (nol
koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai.

(2) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2
adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu
Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan
lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan kepabeanan di bidang impor.
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3) Bgsnm)'a tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dn{crapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan
terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.

Pasal 3

(1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:

a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;

b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak
Pertambahan Nilai:

L

~

barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di
Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang
bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui
dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang
tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang
untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatanya yang
bertugas di Indonesia;

. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,

kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan

tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan;
barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat
lainnya;

7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8. barang pindahan;
9. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan

barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan kepabeanan;

10.barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

yang ditujukan untuk kepentingan umum;

11. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang

yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12.barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi

keperluan pertahanan dan keamanan negara;

13.vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi

Nasional (PIN);

14.buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;

15.kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan

48
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penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal
tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat
keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan
Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;

16.pesawat udara dan suku cadang serta alat kesclamatan penerbangan atau
alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan
yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga
Nasional;

17. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau
pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT
Kereta Api Indonesia;

18 peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara
wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara
Nasional Indonesia; dan/atau

19.barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya
dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan
untuk diekspor kembali;

d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor
kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang
yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian,
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai;

e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf b, huruf ¢ dan, huruf d, berkenaan dengan:
1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta
rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas,
air minum/PDAM dan benda-benda pos.
f. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan
Umum Badan Urusan Logistik (BULOG);

g Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan
dari emas untuk tujuan ekspor;

h. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

(2) Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang
impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%(nol persen).

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g
dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f,
dan huruf h dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ dan ayat
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(2) dilaksanakan oleh Dircktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya
diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

(1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan
dengan saat pembayaran Bea Masuk.

(2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak
Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

(3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf ¢ dan, huruf d terutang
dan dipungut pada saat pembayaran.

(4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen,

industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada
saat penjualan.

(5) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan
pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah
Pengeluaran Barang (delivery order).

(6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang
pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Pasal 5

(1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan
dengan cara penyetoran oleh:

a. importir yang bersangkutan; atau
b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan.

(2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf ¢ dan, huruf d, wajib
disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau
bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh
pemungut pajak.

(3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak,
gas dan pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas,
industri baja dan industri otomotif, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara
melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

(4) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk
keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang
bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib
disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau
bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak.

Pasal 6
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(1) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b,
huruf ¢ dan, huruf d, menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku
scbagai Bukti Pemungutan Pajak.

(2) Pemungut pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, huruf f, dan
huruf g, wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :

a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak (pembeli/ pedagang pengumpul);

b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan
Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal
22); dan

c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

Pasal 7

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melaporkan hasil
pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor
Pelayanan Pajak.

Pasal 8
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan
pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo
pembayaran, penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak.

Pasal 9

(1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, pembelian barang
oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf ¢
dan, huruf d, penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri
baja dan industri otomotif dan pembelian bahan-bahan untuk keperluan
industri atau ekspor bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai
pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang
dipungut.

(2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak,
gas dan pelumas kepada:

a. penyalur/agen bersifat final;
b. selain penyalur/agen bersifat tidak final.
Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 sechubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang
dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
Keuangan_Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukkan Pemungut Pajak
Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan
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Pelaporannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri_Keuangan_Nomor 210/PMK03/2008, dicabut dan  dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 12

Peraturan Menteri Kenangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 2010
MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 427
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IAN DIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
“Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586

Laman www. fisip.inej.ac.id
Nomor : 0777/UN25.1.2/5P2021 22 Februari 2021
Lampitan  : Satu eksemplar
Hal + Pengantar Magang

Yih. Kepala Kantor Dinas Sosial Bondowoso
Jalan Brigien Katamso No.52, Asrama, Badean, Kec. BondowosoKabupaten Bondowoso

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas Tl Sosial dan imu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang
telah menyclesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja
Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akbi.

Schubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan bormat kesediaan Saudara untuk
memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami. Adapun
‘nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegintan magang scbagai berikut:

NO NAMA NIV Program Studi

1| Thomy Baby Wafi Azhar 170903101058 | Diploma I1l Perpajakan
2 | Reza Lazuardian § 170903101060 | Diploma Iil Perpajakan
3 | Atimad Biondi 180903101056 | Diploma 11l Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari ~ April 2021. Bersama ini
Kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.

an Dekan
‘Wakil Dekan I,

A1 Pk 019




image3.jpg
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS SOSIAL
JL. Brigien. Katamso No. 52 Telp. (0332) 421536
BONDOWOSO
Kode Pos 68213

Bondowoso, 25 Februari 2021

Nomor £061/272/430.9.7 12021 Kepada :Yth. Dekan FISIP Universitas
Sift enting Jember

Lampiran Kabupaten Jember
Perihal : Praktek Kerja Nyata

Berdasarkan surat dari Universitas Jember perihal Prakick Kerja Nyata tanggal 22
Februari 2021 dengan nomor surat 0777/UN.25.1.2/SP/2021 yang diberikan kepada Dinas
Sosial Kabupaten Bondowoso. Maka dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa Universitas
Jember, berikut ini

Nama  : 1.Thomy Bahy Wafi Azhar (170903101058
2. Reza Lazuardian § (170903101060 )
3. Ahmad Biondi (180903101056 )

Jurusan D3 PERPAJAKAN
Universitas : Universitas Jember

Telah Diizinkan untuk melakukan Praktek Kerja Nyata sclama Satu bulan atau
tiga puluh hari kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso.

Demikian surat ini atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

PIt. Kepala Dinas Sosial

NG 1
NIP. 19651012 198703 1 009
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586

SURAT TUGAS
NOMOR 0932/UN25.1. 2/5P2021

Berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Dinas Sosial Bondowoso nomor 061/373/430.9.772021
Tonggal2$ Febniari 2021 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakulias limy

Sovial dan llmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya
tercamtum di bawah ini

= NAMA Niv Program Studi
! 170963101058 | Diploma 1l Perpajakan
2 170903101060 Diploma Il Perpajakan
3 15090310105 | Diploma fl Perpajakan

!t Popuian. |

untuk melaksanakan kepiaten magang di Kantor Dinas Sosial Bondowoso mulai tanggal Februari
sd Aprl 2021,

Dermikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanskan dengan scbaik-baiknya.

Jember, 4 Maret 2021

Terbusan dlsamspathan kepoda v
1 Kepaa Karor Dimas Sotal Boncworo.
2 Koowdinsior Diploms 1l Perpopakan

3 Mahasiowa ang bersangutan

+ A

pres—
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.uncj.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor 0973/UN25,1.2/8P/2021

Dekan Fakultas imu Sosial Dan limu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama Drs. Suhartono, M.P.
NIP/NRP  :196002141988031002
Gol. “live

Jabatan  Lektor

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas limu Sosial dan
Timu Politik Universitas Jember dikantor Kantor Dinas Sosial Bondowoso Jalan Brigien Katamso
No.52, Asrama, Badean, Kec. Bondowoso Kabupaten Bondowoso, terhitung mulai Bulan Februari
s.d April 2021 Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

[~o NAMA | NiM Program Studi

1| Thomy Bahy Wafi Azhar | 170903101058 Diploma 111 Perpajakan

2 | RezaLazuardian S 170903101060 | Diploma 11l Perpajakan
[73 | Ahmad Biondi | 180903101056 | Diploma Il Perpajakan |

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 8 Maret 2021

TP 196411121992011001

Tembusan
Delan FISIP Uniersas ember
Koordinator Diplooa Il Perpjakan FISIP UNE)
‘Wakil Koortnator Pokj Bidang Akademik. Kemabasiswaan.dan Alumai
Kasbag Keuangan dan Kepegavaian
Mabasiswa yang beranghatan

pr—
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-330224, 334267, 337422. 333147 * Faximile 0331-339029
Laman : www.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 3428/UN25.1.2/SP/2022

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas IImu Sosial
dan TImu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

Dra.Dwi Windradini BP, M.Si / .
NIP. 196408141989022003 Pembina/ V.2 Lektor Kepala -

Venantya Asmandani S.E., M.A. / p
NIP. 760018035 Non PNS/ Non Tenaga Pengajar

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :
Nama  :Thomy Bahy Wafi Azhar,

NIM 1170903101058

Jurusan :D3 Perpajakan

Judul : Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Alat
Tulis Kantor Pada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
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SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/PMK.010/2015

TENTANG .

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN
KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa ketentuan mengenai penunjukkan badan-badan
tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 telah
diatur  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan
Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan
Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha
di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa Kkali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri  Keuangan Nomor

175/PMK.011/2013;

b. bahwa dalam rangka pengawasan dan peningkatan kepatuhan
Wajib Pajak melalui mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan
dan dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, perlu melakukan
penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada

huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf 2 dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan scbagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan
Pasal 22 Schubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan
Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di
Bidang Lain;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan
Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang
Impor atau Kegatan Usaha di Bidang Lain scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 175/PMK.011/2013;

www.jdit

kemenkeu.gogd )
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MEMUTUSKAN:

an : N MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
Henetapkan XI:EE}I?:;];’[/JS‘A ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN
ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR

ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kcuanggn Nomor
154 /PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal
22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang d{m
Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 /PMK.011/2012;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013,
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah schingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

(1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan  scbagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008,
adalah:

a. Bank Devisa dan Dircktorat Jenderal Bea dan Cukai

atas:

1. impor barang; dan

2. ckspor komoditas tambang batubara, mineral logam,
dan mineral bukan logam yang dilakukan olch
cksportir, kecuali yang dilakukan olch Wajib Pajak
yang  terikat dalam perjanjian kerjasama
pengusahann pertambangan dan Kontrak Karya;

b. bendabara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) sebagai pemungut pajuk pada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah
dan lembaga-lembagn negara Ininnya berkenaan dengan
pembayaran @ pembelian barang;

\\‘w\\'.jd|h.l(cmcnkcu.g0.i( 7
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c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran
atas pembelian barang yang dilakukan dengan
mekanisme uang persediaan (UP);

d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit
Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan
pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga
yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran
langsung (LS);

e. Badan usaha tertentu meliputi:

1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang
seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara
melalui penyerlaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan negara yang dipisahkan;

Badan ‘Usaha Milik Negara yang dilakukan

restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya

Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut

dilakukan melalui pengalihan saham milik negara

kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan

3) badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung
oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk
Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT
Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT
Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular,
PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali,
PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk,
PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT
Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT
Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak
Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT
Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT
Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT
Bank BNI Syariah,

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang

dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan

usahanya;

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha

industri semen, industri kertas, industri baja, industri

otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil

produksinya kepada distributor di dalam negeri;

g Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang
Merck (APM). dan importir umum kendaraan bermotor,
atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;

2

www.jdih.kemenkeu.go.ad
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h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan
bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar
minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;

i. Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor
kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan
perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk
keperluan industrinya atau ekspornya;

j. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian
komoditas tambang batubara, mineral logam, dan
mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi
pemegang izin usaha pertambangan;

k. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas
penjualan emas batangan di dalam negeri.

(1a) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e angka 3) melakukan perubahan
nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap
ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan scbagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008.

(1b) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e angka 3) tidak lagi dimiliki secara
langsung oleh badan usaha milik negara, badan usaha
tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

(2) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri
baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah
industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk
industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan
industri hilir.

(3) Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf j adalah sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di - bidang
pertambangan mineral dan batu bara.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan
sebagai berikut:

www.jdih.kemenkeu.go.id
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a. Atas pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai atas:
1. impor:

a) barang tertentu scbagaimana tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar
10% (sepuluh persen) dari nilai impor;

barang tertentu lainnya scbagaimana tercantum

dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar

7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor;

) sclain barang tertentu dan barang tertentu
lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan
huruf b), yang menggunakan Angka Pengenal
Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai,
gandum, dan tepung terign scbesar 0,5% (nol
koma lima persen) dari nilai impor;

d) selain barang tertentu dan barang tertentu

lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan

hurufl b), yang tidak menggunakan Angka

Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma

lima persen) dari nilai impor; dan/atau

barang yang tidak dikuasai, scbesar 7,5% (tujuh

koma lima persen) dari harga jual lelang;

2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam,
dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan
pos tarif/ Harmonized System (HS) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib
Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama
pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya,

d 1,5% (satu koma lima persen) dari

nilai  ekspor chagaimana  tercantum  dalam
Pemberitahuan Ekspor Barang,.

b, Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 ayat (1) haruf b, hurufl ¢, huruf d, dan
pembelian  barang  dan/atau bahan-bahan untuk
keperluan - kegiatan  usaha scbagaimana  dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huraf e, sebesar 1,5% (satu koma
lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak
Pertambaban Nilai,

b

c

¢, Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas,
dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar
minyak, bahan bakar pas, dan pelumas adalah schagai

heriuts
< 7

www.jdih kemenkeu.go.ad




image15.jpg
MEMTEL R UANGALL
HE DU INOOME SEA

-6-

1. bahan bakar minyak scbesar:

a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari
penjualan  tidak termasuk Pajak Pertambahan
Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian
bahan bakar umum Pertamina;

0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk
penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar
umum bukan Pertamina;

b)

c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak
termasuk Pajak  Pertambahan Nilai untuk
penjualan  kepada pihak selain  sebagaimana
dimaksud pada huruf a) dan huruf b);

2. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan
Nilai;

3. pelumas scbesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari
penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di
dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam
bidang usaha industri semen, industri kertas, industri
baja, industri otomotif, dan industri farmasi:

1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol
koma dua puluh lima persen);

2. penjualan kertas scbesar 0,1% (nol koma satu
persen);

3. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);

4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda
dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh
lima persen);

S. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma
tiga persen),

dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

e, Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri
oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen
Pemepang Merek (APM), dan importir umum kendaraan
bermotor sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima
persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri
atan ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir
yaug bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan,

www jdih.kemenkeu.go.id
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pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25%
(nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

g. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral
bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang
izin usaha pertambangan oleh industri atau badan
usaha sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga
pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

h. Atas penjualan emas batangan oleh produsen emas
batangan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima
persen) dari harga jual emas batangan.

(2) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 1 dan angka 2 adalah nilai berupa uang yang
menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost
Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk
dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di

bidang impor.

(3) Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100%
(seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap
Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib
Pajak.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku
untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang

bersifat tidak final.

(5) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas
pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau
ekspor oleh Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e yang bergerak
dalam  sektor kehutanan, perkebunan, pertanian,
peternakan, dan perikanan adalah sesuai  ketentuan
scbagaimana dimalksud pada ayat (1) huruf f.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal
22;

a, Impor barang dan/atau penyerahan barang yang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
tidak terutang Pajak Penghasilan.

www. jdih.kemenkeu.go.id
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b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea
Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai:

1;

10.

11.

12;

barang perwakilan negara asing beserta para
pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan
asas timbal balik;

barang untuk keperluan badan internasional
beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan
tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan
terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai tata cara pemberian
pembebasan bea masuk dan cukai atas impor
barang untuk keperluan badan internasional
beserta para pejabatnya yang bertugas di
Indonesia;

barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan
ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau
untuk kepentingan penanggulangan bencana;

barang untuk keperluan museum, kebun binatang,
konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang
terbuka untuk umum;

barang untuk keperluan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan;

barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra
dan penyandang cacat lainnya;

peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau
abu jenazah;

barang pindahan;

barang pribadi penumpang, awak sarana
pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman
sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan kepabeanan;

barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah  Daerah  yang ditujukan  untuk
kepentingan umum;

persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer,
termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi
keperluan pertahanan dan keamanan negara;

barang _dan bahan yang dipergunakan untuk
menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan
dan keamanan negara;

wwwv jdih.kemenkeu.go.id
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vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program

Pekan Imunisasi Nasionai

buku ilmu penge
pelajaran umum, kitab

1 (PIN);

tahuan dan teknologi, buku

suci, buku pelajaran

agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan

danau dan kapal angkutan penyeberangan,

kapal

pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal

tongkang, dan suku
kesclamatan pelayaran
manusia yang
perusahaan Pelayaran

Perusahaan Penangkapan Ikan
Perusahaan Penyelenggara
Nasional atau Perusahaan
Angkutan Sungai, Danau

cadangnya, serta alat
dan alat keselamatan

diimpor dan digunakan oleh

Niaga Nasional atau
Nasional,
Jasa Kepelabuhan
Penyelenggara Jasa
dan Penyeberangan

Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

pesawat udara dan suku C
keselamatan penerbangan da

manusia, peralatan

pemeliharaan yang diimpor
Perusahaan Angkutan Udar
gnya, serta peralatan untuk perbaikan

suku cadan

atau pemeliharaan pesawat W

oleh pihak yang ditunjuk

Angkutan Udara Niaga

dalam rangka pemberian jasa
reparasi pesawat udara kepada

adangnya serta alat
n alat keselamatan
untuk  perbaikan dan
dan digunakan oleh
a Niaga Nasional, dan

dara yang diimpor
oleh Perusahaan
Nasional yang digunakan
perawatan dan
Perusahaan

Angkutan Udara Niaga Nasional;

kereta api dan suku

untuk perbaikan atau

prasarana pcrkcrc(aapi

cadangnya serta peralatan

pemeliharaan serta
an yang diimpor dan

digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana

pcrkerctaapiun umum
penyelenggara

dan komponen atau bahan yang
badan usaha penyelenggara

yang ditunjuk oleh
sarana pcrkerctaupian

usaha penyelenggara prasarana  Per’

umum yang digunakan
api, suku cadang, pera

dan/atau badan usaha

prasarana pcrkcrelaapian umum,

diimpor oleh pihak

umum dan/atau badan
keretaapian

untuk pembuatan kereta

latan untuk perbaikan atau

pemcliharaan, serta prasarana pcrkercmapinn yang

akan di
sarana pcrkerctanpian
usaha penyelenggara
umuim;

WwWwW

gunakan olech badan usaha penyelenggara

umum dan/atau badan

prasarana perkerctaapian

/
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18. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan
olch Kementerian Pertahanan atau Tentara
Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas
dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia
yang dilakukan untuk mendukung pertahanan
Nasional, yang diimpor oleh Kementerian
Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak
yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau
Tentara Nasional Indonesia; dan/atau;

19. barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi
yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor
Kontrak Kerja Sama;

20. barang untuk kegiatan usaha panas bumi.

. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-
nyaia dimaksudkan untuk diekspor kembali.

. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang
yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam
kualitas yang sama atau barang-barang yang telah
diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan
pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b,
huruf ¢, huruf d, huruf ¢, huruf i dan huruf j berkenaan
dengan:

1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf b, huruf ¢, dan huruf d yang jumlahnya
paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-
pecah;

2. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e yang jumlahnya paling  banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

3. pembayaran untuk:

a) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar
gas, pelumas, benda-benda pos;
b) pemakaian air dan listrik;

4. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas
bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan
usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang
dihasilkan di Indonesia dari:

\vww.idih.kemenkeu.&id
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a) kontraktor yang melakukan cksplorasi dan
cksploitasi berdasarkan kontrak Kkerja sama;
atau;

b) kantor pusat kontraktor yang melakukan
eksplorasi dan cksploitasi berdasarkan kontrak
kerja sama;

5. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau
listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib
Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha
panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama
pengusahaan sumber daya panas bumi;

6. pembayaran atas pembelian bahan-bahan untuk
keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha
industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor
kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan,
dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf i yang jumlahnya paling banyak
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

7. pembelian batubara, mineral logam, dan mineral
bukan logam dari badan atau orang pribadi
pemegang izin usaha pertambangan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j yang telah
dipungut  Pajak Penghasilan Pasal 22 atas
pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk
keperluan kegiatan usaha oleh Badan Usaha Milik
Negara.

impor emas batangan yang akan diproses untuk

menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk

tujuan ckspor.

pembayaran untuk pembelian  barang sehubungan

dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS).

. Penjualan kendaraan bermotor di dalam necgeri yang

dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal
Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM),
dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah
dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan
ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sehagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan
peraturan pelaksanaannya.

\m'w.jdih.kcmcnkcu.g(ﬁd
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i. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang
memproduksi emas batangan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k kepada Bank Indonesia.

(2) Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
atas barang impor scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut:

a. dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen); atau

b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

d pada ayat (1) huruf a
rat Keterangan Bebas
rbitkan oleh Direktur

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksu
dan huruf f dinyatakan dengan Su
Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dite:
Jenderal Pajak.

(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan tanpa
Surat Keterangan Bebas (SKB).

a dimaksud pada ayat (1) huruf b

anakan oleh Direktorat

aranya diatur oleh
dan/atau Direktur

(5) Ketentuan sebagaiman
dan huruf ¢ dan ayat(2) dilaks
Jenderal Bea dan Cukai yang tata C
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Jenderal Pajak.

. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 disisipkan satu ayat
yakni ayat (2a) serta ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 4
diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

al 22 atas impor barang, terutang

(1) Pajak Penghasilan Pas
an dengan saat pembayaran Bea

dan dilunasi bersama
Masuk.

pembayaran Bea Masuk ditunda atau
rmasuk dalam pengecualian dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, Pajak
Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat
penyclesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.

(2} Dalam hal
dibebaskan dan tidak te

Penghasilan  Pasal 22 atas ekspor komoditas
heral logam, dan mineral bukan
rsamaan dengan saat
atas ekspor.

(2a) Pajak
tambang batubara, mir
logam, terutang dan dilunasi ,be
penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean

al 22 atas pembelian barang

(3) Pajak Penghasilan  Pas:
am Pasal 1 ayat (1) huruf b,

sebagaimana dimaksud dal

/
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huruf ¢, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-
bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, terutang dan
dipungut pada saat pembayaran.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f,
penjualan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, dan penjualan emas
batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf k terutang dan dipungut pada saat penjualan.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar
minyak, bahan bakar. gas, dan pelumas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h, terutang dan
dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran
barang (delivery order).

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i dan
pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan
logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
j, terutang dan dipungut pada saat pembelian.

. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan satu ayat
yakni ayat (la), ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, serta
ditambahkan satu ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal §
berbunyi sebagai berikut:

(1

Pasal 5

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang
dilaksanalkan dengan cara penyctoran oleh:

a. importir yang bersangkutan; atau
b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(1a) Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas ekspor

komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral
bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh
eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui Kantor
Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan.

pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 olech pemungut
pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf

W\\w.jdih.kemenkeu.go.{i /
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b, huruf ¢, dan huruf d, wajib disetor oleh pemungut ke
kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank
yang ditunjuk  olch Menteri  Keuangan, dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas
nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak..

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k
wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor
Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk- oleh Menteri
Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

Terhadap bukti penyetoran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (la), Dircktorat Jenderal Bea dan Cukai
melakukan pemeriksaan formil bukti penyetoran pajak
tersebut sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan
pabean ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

(1)

(2

Pasal 6

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir,
eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan
mineral bukan logam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d dilakukan dengan
menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku

sebagai bukti pemungutan pajak.

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) hurufe, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j,

dan huruf k wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak

Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut;

b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada
Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan

c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang
bersangkutan.

www.idih.kemenkeu.go.id
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7. Ketentuan Pasal 7 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan
huruf k wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan
menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan
Pajak.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, schingga berbunyi scbagai berikut:
Pasal 9

(1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf
k bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai
pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi
Wajib Pajak yang dipungut.

(2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h atas penjualan
bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada:

a. penyalur/agen bersifat final;
b. selain penyalur/agen bersifat tidak final.

(3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h atas penjualan
pelumas bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan
sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun
berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 schubungan dengan
pembayaran atas penycrahan barang dan kegiatan di bidang
impor, ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam,
dan mineral bukan logam oleh badan atau orang pribadi
pemegang izin usaha pertambangan, atau kegiatan usaha di
bidang lain diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal Il

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.

/
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015 ¢

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 848

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

i e
KEPALA sAGlA»'l"u" REMENTERIAN

GIARTO \{/
NIP 195 nowfmm
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LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16 TAHUN 2009

TANGGAL : 25 MARET 2009

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan
global, sangat mendesak untuk memperkuat basis
perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara
dari sektor perpajakan yang lebih stabil;

b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk
memperkuat basis perpajakan nasional;

¢. bahwa masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan
fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu memperpanjang
jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan;

Mengingat: ...
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Mengingat:

Menetapkan:

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4740);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Undang-Undang;

a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3566);

b. Nomor ...
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b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3984);

¢. Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4740),

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37A

(1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum
Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih
harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling
lambat tanggal 28 Pebruari 2009, dapat diberikan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan
pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal Il

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 211

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri

SETIO SAPTO NUGROHO
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar
dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan
tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan
pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan
hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan
kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan
penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan ketentuan khusus
yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan
jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang telah lalu. Apabila
Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak
yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
NOIKIOK‘ 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanks,i

administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan
pembayaran pajaknya.

Dalam ...
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Dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak
untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan
negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Pelaksanaan Pasal 37A ayat
(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan
nasional.

Menjelang berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam
Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masih banyak masyarakat
yang ingin memanfaatkan fasilitas dimaksud, namun mengalami kendala
kurangnya waktu dalam mempersiapkan penyampaian pembetulan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, perlu segera memperpanjang
jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

11. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal H

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4953
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis
keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat
basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan
negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;

b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk
memperkuat basis perpajakan nasional;

c. bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin
memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur
dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan
perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat
untuk memperkuat basis perpajakan nasional;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi Undang-Undang;

Mengingat : ...
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1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

: 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4740);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

. UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN

PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor S
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4953) ditetapkan menjadi Undang-
Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang  ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri

SETIO SAPTO NUGROHO
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang
mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini
disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan,
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian
dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi
perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya
meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan ketentuan
khusus yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih
terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang telah
lalu. Apabila Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007
yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar
dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak dapat diberikan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas
keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajaknya.

Dalam ...
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Dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat
mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung
penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Pelaksanaan
Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk

memperkuat basis perpajakan nasional.

Menjelang berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur
dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masih banyak masyarakat
yang ingin memanfaatkan fasilitas dimaksud, namun mengalami kendala
kurangnya waktu dalam mempersiapkan penyampaian pembetulan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, perlu segera memperpanjang
jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan amanat Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4999
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang

Mengingat

0

semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang
netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan
lebih dapat menciptakan kepastian hukum = serta
transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
I’a/mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
40);

3. Undang-Undang ...
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu_n
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah

dengan Undang-Undang:

a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3459);

b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3567);

¢. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...
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diubah sebagai berikut:

1.

5]

Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya d_iubnh
sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adlak\h sebagaimana
tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1
Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah daq
di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (sa}u) ayat, yakni
ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak;
b. badan; dan
c. bentuk usaha tetap.

(la) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang
perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek
pajak badan.

(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam
negeri dan subjek pajak luar negeri.

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia,
orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari
183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi
yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia

dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
Indonesia;

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan
pemerintah yang memenubhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...
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3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat
pengawasan fungsional negara; dan

warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

a.

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
tetap di Indonesia; dan

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima
atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak
dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang
dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat
tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

PR e 0 o

—

tempat kedudukan manajemen;

cabang perusahaan;

kantor perwakilan;

gedung kantor;

pabrik;

bengkel;

gudang;

ruang untuk promosi dan penjualan;
pertambangan dan penggalian sumber alam;
wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

k. perikanan, ...
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perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,

atau kehutanan;

proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai
atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60
(enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan;

orang atau badan yang bertindak selaku agen yang
kedudukannya tidak bebas;

agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia yang menerima premi asuransi atau
menanggung risiko di Indonesia; dan

komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis
yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh
penyelenggara transaksi elektronik untuk
menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan
badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut
keadaan yang sebenarnya.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni
ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

a.
b.

kantor perwakilan negara asing;

pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat
atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan
orang-orang yang diperbantukan kepada mereka
yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-
sama mereka dengan syarat bukan warga negara
Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau
memperoleh penghasilan di luar jabatan atau
pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan
memberikan perlakuan timbal balik;
organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
dan

2. tidak ...
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2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain
untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia
selain memberikan pinjaman kepada pemerintah
yang dananya berasal dari iuran para anggota;

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional
sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan
syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak
menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain
untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf 1,
dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf,
yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat
(3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah,
huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf I,
huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 4

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama
dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan

pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau
imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan
lain dalam Undang-undang ini;

hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan,
dan penghargaan;

laba usaha;

keuntungan karena penjualan atau karena

pengalihan harta termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada
perseroan, persekutuan, dan badan lainnya

sebagai pengganti saham atau penyertaan
modal;

2. keuntungan ...
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keuntungan karena pengalihan harta kepada
pemegang saham, sckutu, atau anggota yang
diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan

lainnya;
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan,
peleburan, pemekaran, pemecahan,

pengambilalihan usaha, atau reorganisasi
dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa
hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang
diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat dan badan
keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi
yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-
pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan
sebagian atau seluruh hak penambangan,
tanda turut serta dalam pembiayaan, atau
permodalan dalam perusahaan pertambangan;

penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah

dibebankan sebagai biaya dan pembayaran
tambahan pengembalian pajak;

bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan

karena jaminan pengembalian utang;

dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;

royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;

penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

keuntungan karena pembebasan utang, kecuali
sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah;

keuntungan selisih kurs mata uang asing;
selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
premi asuransi;

o. iuran ...
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juran yang diterima atau diperoleh perkumpulan
dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
tambahan kekayaan neto yang berasal dari
penghasilan yang belum dikenakan pajak;
penghasilan dari usaha berbasis syariah;

imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam_
Undang-Undang  yang mengatur mengenai
ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
surplus Bank Indonesia.

ghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat

final:

a.

€.

penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan
lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara,
dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh
koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
penghasilan berupa hadiah undian;

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas
lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di
bursa, dan transaksi penjualan saham atau
pengalihan penyertaan modal pada perusahaan
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal
ventura;

penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa
tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi,
usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau
bangunan; dan

penghasilan tertentu lainnya,

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

a.

1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang
diterima oleh badan amil zakat atau lembaga
amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima
zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan
yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang
diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga
keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima
sumbangan yang berhak, yang ketentuannya
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah; dan

2. harta ...
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2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat, badan keagamaan, badan pcnd{dikan,
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau
orang pribadi yang menjalankan usaha mikro
dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara
pihak-pihak yang bersangkutan;
warisan;
harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh
badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai
pengganti penyertaan modal;
penggantian atau imbalan sehubungan dengan
pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari
Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang
diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang
dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang
menggunakan norma  penghitungan  khusus
(deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15;
pembayaran dari perusahaan asuransi kepada
orang pribadi sehubungan dengan asuransi
kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,
asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
dividen atau bagian laba yang diterima atau
diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak
dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara,
atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan
modal pada badan usaha yang didirikan dan
bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang
ditahan; dan

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik
negara dan badan usaha milik daerah yang
menerima dividen, kepemilikan saham pada
badan yang memberikan dividen paling rendah
25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal
yang disetor;

g.iuran ...
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juran yang diterima atau diperoleh dana pensiuq
yang pendiriannya telah disahkan Mente'n
Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja
maupun pegawai;
penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana
pensiun sebagaimana dimaksud pada pumf g
dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan;
bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota
dari perseroan komanditer yang modalnya tidak
terbagi atas saham-saham, persekutuan,
perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuls
pemegang unit penyertaan kontrak investasi
kolektif;

dihapus;

penghasilan yang diterima atau  diperoleh

perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari

badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia,
dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. merupakan perusahaan mikro, kecil,
menengah, atau yang menjalankan kegiatan
dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan; dan

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek
di Indonesia;

beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu

yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau

lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang

pendidikan dan/atau bidang penelitian dan
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi
yang membidanginya, yang ditanamkan kembali
dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan
pendidikan dan/atau penelitian dan

pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih

tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan; dan

n. bantuan ...
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bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib
Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan
huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i
sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal
6 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 6

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak
dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,
termasuk:

a.

biaya yang secara langsung atau tidak langsung
berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan;

2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
termasuk upah, gaji, honorarium, bonus,
gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan
dalam bentuk uang;

bunga, sewa, dan royalti;

biaya perjalanan;

biaya pengolahan limbah;

premi asuransi;

biaya promosi dan penjualan yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan;

8. biaya administrasi; dan

9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh
harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran
untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal
114;

iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

N oo Bt

d. kerugian ...
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kerugian karena penjualan atau pengalihan harta

yang dimiliki dan digunakan dalam pcrusahu!an

atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan;

kerugian selisih kurs mata uang asing;

biaya penelitian dan pengembangan perusahaan

yang dilakukan di Indonesia;

biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

dengan syarat:

1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan
laba rugi komersial;

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang
yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat
Jenderal Pajak; dan

3. telah diserahkan perkara penagihannya
kepada Pengadilan Negeri atau instansi
pemerintah yang menangani piutang negara;
atau adanya perjanjian tertulis mengenai
penghapusan  piutang/pembebasan  utang
antara kreditur dan debitur yang
bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam
penerbitan umum atau khusus; atau adanya
pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah
dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3
tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak
tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
sumbangan  dalam  rangka penanggulangan
bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah;
sumbangan dalam rangka penelitian dan
pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
biaya pembangunan infrastruktur sosial yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

m. sumbangan ...
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m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Apabila  penghasilan bruto setelah pengurangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian,

kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasuaq
mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai
dengan 5 (lima) tahun.

Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalm negeri

diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

&}

3)

Pasal 7

Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan

paling sedikit sebesar:

a. Rpl5.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus
empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak
orang pribadi;

b. Rpl.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh
ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang
kawin;

c. Rpl5.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus
empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang
isteri yang penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1); dan

d. Rpl.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh
ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota
keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam
garis keturunan lurus serta anak angkat, yang
menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3
(tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau
awal bagian tahun pajak.

Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan
dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Ketentuan ...
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7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat ) (4) dan_
Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang
telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal
bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang
berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum
dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian
suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata
diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang
telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21
dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan
usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota
keluarga lainnya.

(2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah

apabila:
a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan
putusan hakim;

b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri
berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan; atau

c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk
menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya
sendiri.

(3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak
berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-
isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh
masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan
perbandingan penghasilan neto mereka.

(4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan
penghasilan orang tuanya.

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf e, dan huruf g serta

Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9 ...
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Pasal 9

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak
bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap
tidak boleh dikurangkan:

a.

pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk

apapun seperti dividen, termasuk dividen yang

dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;

biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk

kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau

anggota;

pembentukan atau pemupukan dana cadangan,

kecuali:

1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha
bank dan badan usaha lain yang menyalurkan
kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi,
perusahaan pembiayaan konsumen, dan
perusahaan anjak piutang;

2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk
cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

3. cadangan penjaminan untuk Lembaga
Penjamin Simpanan;

4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha
pertambangan;

5. cadangan biaya penanaman kembali untuk
usaha kehutanan; dan

6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan
tempat pembuangan limbah industri untuk
usaha pengolahan limbah industri,

yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea
siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi,
kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi
tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib
Pajak yang bersangkutan;

e. penggantian ...
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e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan
pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk
natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan
makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura
dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan;

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan
kepada pemegang saham atau kepada pihak yang
mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan,
dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang
diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil
zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah atau sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di
Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah,
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah;

h. Pajak Penghasilan;

i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk
kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang
menjadi tanggungannya;

j.  gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan,
firma, atau perseroan komanditer yang modalnya
tidak terbagi atas saham;

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang
berkenaan dengan pelaksanaan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan
untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan
melalui  penyusutan atau amortisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

9. Ketentuan ...
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9. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan
ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11
berbunyi sebagai berikut:

1)

()

@)

(4)

)

(©)

Pasal 11

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian,
pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan
harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik,
hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai,
yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam
bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat
yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Penyusutan atas pengeluaran harta  berwujud
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan,
dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang
menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan
cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku,
dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku
disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara
taat asas.

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya
pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam
proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan
selesainya pengerjaan harta tersebut.

Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib
Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai
pada bulan harta tersebut digunakan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai
menghasilkan.

Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah
nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva
tersebut.
Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif
penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok ...
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Tarif Penyusutan scbagaimana
dimaksud dalam

Avat (1) Avat (2)

Kelompok Harta Masa
Benwujud Manfaat

1. Bukan bangunan

Kelompok 1 4 tahun 25% 50%

Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%

Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%

Kelompok 4 20 tahun 5% 10%
II. Bangunan

Permanen 20 tahun 5%

Tidak Permanen 10 tahun 10%

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta
berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang
usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d
atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka
jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan
sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau
penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh
dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya
penarikan harta tersebut.

Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima
jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa
kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal
Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian
tersebut.

Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a
dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah
nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan
sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta
berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan.

10. Ketentuan ...
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10. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah
serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (sgnu) <ayat,
yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

1)

Pasal 11A

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta
tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya
perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha,
hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang
dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-
bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang
menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan
cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran
tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa
manfaat diamortisasi  sekaligus dengan  syarat
dilakukan secara taat asas.

(1a) Amortisasi ~ dimulai  pada bulan dilakukannya

)

@)

4)

pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif
amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Tarif Amortisasi berdasarkan
Kelompok Harta metode

Tak Berwujud MasaManfuat Garis Saldo

Lurus Menurun
Kelompok 1 4 tahun 25%
Kelompok 2 8 tahun 12,5%
Kelompok 3 16 tahun 6,25%
Kelompok 4 20 tahun 5%

Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya
perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada
tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2).

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak
dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan
minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan
metode satuan produksi.

(5) Amortisasi ...
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eluaran untuk memperoleh hak
penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak
pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber
alam serta hasil alam lainnya yang mempunyal masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan de:ngap
menggunakan metode satuan produksi  setinggi-
tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.

Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)
tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2).

Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau
hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat
(4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-
hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah
yang diterima sebagai penggantian merupakan
penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a
dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka
jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh
dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang
mengalihkan.

Amortisasi atas peng

Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7)
serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

2

Pasal 14

Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk
menentukan  penghasilan  neto, dibuat dan
disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya
dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00
(empat_ miliar delapan ratus juta rupiah) boleh
menghitung penghasilan neto dengan menggunakan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana
dxma.ksu.d pada  ayat (1), dengan syarat
;nael;r;:e‘ntag};(ukanmkepada Direktur Jenderal Pajak

Jangka waktu 3 (tiga) bulan i

pajak yang bersangkuta(n.g ) S

(3) Wajib ...
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  34/B¥K.010/2017
TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN

PEMBAY.

Menimbang

ARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG
IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa Kketentuan mengenai penunjukan badan-badan

tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22
telah diatur dalam Peraturan Menteéri Keuangan Nomor
154 /PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran
atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor
atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran
atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor
atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

b. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan
stabilisasi harga pangan, menjaga ketersediaan bahan
baku untuk kilang dalam negeri, memperlancar pelayanan

ckspor mineral dan batubara, serta menyelaraskan ketentuan
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tarif pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang
kiriman dengan tarif bea masuk untuk barang kiriman,
perlu mengganti ketentuan mengenai penunjukan badan-
badan tertentu sebagal pemungut Pajak Penghasilan
Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-
Uncang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan
Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan
Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang
Lain;

: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4893);

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMUNGUTAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN
DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG
LAIN.

www.jdih.kemenkeu.go.id }





image59.jpg
(1

Pasal 1

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajuk

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kall diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, adalah:

a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
atas:

1. impor barang; dan

2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral
logam, dan mineral bukan logam yang
dilakukan oleh eksportir, kecuali yang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam
perjanjian kerjasama pengusahaan

. pertambangan dan Kontrak Karya.

b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau
lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara
lainnya berkenaan dengan pembayaran atas
pembelian barang;

c. bendahara  pengeluaran  berkenaan  dengan
pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan
dengan mekanisme uang persediaan (UP);

d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat
penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi
delegasl oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
berkenaan dengan pembayaran atas pembelian
barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS);

¢. badan usaha tertentu meliputi:

1. Badan Usaha Millk Negara, yaitu badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal darl kekayaan negara

yang dipisahkan;
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2. badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara
yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang
dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi
tersebut dilakukan melalul pengalihan saham
milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara
lainnya; dan

3. badan usaha tertentu yang dimiliki secara
langsung oleh Badan Usaha Milik Negara,
meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT
Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk
Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda,
PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power,
PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang,
PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau
Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya
Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT
Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak
Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah,
PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia
Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT
Bank BRISyariah, dan PT Bank BNI Syariah,

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian

barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan
kegiatan usahanya;

badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha
industri semen, industri kertas, industri baja,
industri otomotif, dan industri farmasi, atas
penjualan hasil produksinya kepada distributor di
dalam negeri;

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen
Pemegang Merek (APM), dan importir umum
kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan
bermotor di dalam negeri;

produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan
bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan
bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;

www.jdih.kemenkeu.go.id )




image61.jpg
-5-

{. badan wusaha industri atau eksportir yang
melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil
kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan
perikanan yang belum melalui proses industri
manufaktur, untuk keperluan industrinya atau
ekspornya;

j- badan usaha yang melakukan pembelian komoditas
tambang batubara, mineral logam, dan mineral
bukan logam, dari badan atau orang pribadi
pemegang izin usaha pertambangan; atau

k. badan usaha yang melakukan penjualan emas
batangan di dalam negerl. )

(2) Dalam hal badan usaha tertentu ssbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e angka 3 melakukan perubahan
nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap
ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan.

(3) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e angka 3 tidak lagi dimiliki secara
langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha
tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagal pemungut
pajak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

(4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri
baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah
industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk
industri hulu yang terintegrasl cengan industri antara
dan industri hilir.,
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(1)

Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf j adalah sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan peraturan pcmndang-undapgan di bidang
pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 2
Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
ditetapkan sebagai berikut:
a.  Untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukali atas:
1.  impor:

a) barang tertentu sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini, dan barang kiriman sampai batas
jumlah tertentu yang dikenai bea masuk
dengan tarif pembebanan tunggal sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan di
bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh
persen) dari nilai impor dengan atau tanpa
menggunakan Angka Pengenal Impor (API);

b) barang tertentu lainnya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 11 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh
koma lima persen) dari nilai impor dengan
atau tanpa menggunakan Angka Pengenal
Impor (API);

¢) barang berupa kedelai, gandum, dan
tepung terigu sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima
persen) dari nilai impor dengan
mengunakan Angka Pengenal Impor [API);
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d) barang sclain barang  sebagaimana
dimaksud pada huruf a), huruf b), dan
huruf ¢ yang menggunakan Angka
Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua
koma lima persen) dari nilal impor;

e) barang sebagaimana dimaksud pada huruf
¢) dan huruf d) yang tidak menggunakan
Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5%
(tujuh koma lima persen) dari nilai fmpor;
dan/atau;

e) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5%
(tujuh koma lima persen) dari harga jual
lelang.

2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral
logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian
barang dan pos tarif/ Harmonized System (HS)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali
yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat
dalam perjanjian kerjasama pengusahaan
pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar
1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor
sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan
Pabean Ekspor.

Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d, dan

pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk

keperluan kegiatan usaha sebagalmana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu

koma lima persen) darl harga pembelian tidak
) termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar

gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan

bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
adalah sebagai berikut:
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1. bahan bakar minyak sebesar:

a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen)
dari penjualan tidak termasuk Pajak
Pertambahan  Nilai  untuk penjualan
kepada stasiun pengisian bahan bakar
umum yang menjual bahan bakar minyak
yang dibeli dari Pertamina atau anak
perusahaan Pertamina;

b) 0.3% (nol koma tiga persen) dari penjualan
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
untuk penjualan kepada stasiun pengisian
bahan bakar umum yang menjual bahan
bakar minyak yang dibeli selain dari
Pertamina  atau  anak  perusahaan
Pertamina;

¢ 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
untuk penjualan kepada pihak selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan
huruf b).

2. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga
persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai;

3. pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
dari penjualan  tidak termasuk  Pajak
Pertambahan Nilai.

Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di

dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam

bidang usaha industri semen, industri kertas,
industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:

1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%
(nol koma dua puluh lima persen);

2. penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu
persen);

3. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga

persen);
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4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor
beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat
berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh
lima persen);

5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol

koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.

e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri

oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen
Pemegang Merek (APM), dan importir umum
kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat,
sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen)
dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

f.  Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil

kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan,
dan perikanan yang belum melalui proses industri
manufaktur oleh badan usaha industri atau
eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima
persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai.

g. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan
mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi
pemegang izin usaha pertambangan oleh industri
atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima
persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai.

h. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha
yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% (nol
koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas
batangan.

Nilai Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

angka 1 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar

penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and

Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan

lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan -

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
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(3) Nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam
Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 2 adalah nilai Free on Board
(FOB) yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean
Ekspor, termasuk Pemberitahuan Pabean Ekspor yang
nilai ekspornya telah dibetulkan.

(4) Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100%
(seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap
Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok
Wajib Pajak.

(5) Besamya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku
untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang
bersifat tidak final.

(7) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas
pembelian  bahan-bahan berupa hasil kehutanan,
perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang
belum melalui proses industri manufaktur oleh badan
usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf e yang merupakan badan usaha industri
atau eksportir adalah sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Pasal 3
(1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan

Pasal 22:

a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang
berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-
undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.

b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea
Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa:
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